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ABSTRACT 

 
 

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF TRANSFER PRICING, LEVERAGE, 

DEFERRED TAX AND ADVERTISING EXPENSE ON TAX AVOIDANCE IN 

INDONESIA WITH COMPANY SIZE AS A CONTROL VARIABLE  

((Empirical Study on Manufacturing Companies in the Food and Beverage Sub-

sector Listed on the Indonesia Stock Exchange for the Period 2016-2020) 

 

 
 

By: 

 
 

Evita Sysmantia 

 
This study aims to analyze the influence of variables such as transfer pricing, 

leverage, deferred taxes, and advertising expenses on tax avoidance practices in 

the food and beverage sub-sector companies listed on the Indonesia Stock 

Exchange during the period 2016-2020. Transfer pricing is a policy used to 

optimize profits or shift gains to affiliated companies. Leverage is related to a 

company's debt and can reduce tax burden through interest expenses, thereby 

affecting the company's net income. Deferred taxes refer to taxes that can be offset 

in the future and can impact a company's net income due to differences in 

accounting and taxation regulations. Advertising expenses can reduce a 

company's income statement, thereby potentially affecting the size of the 

company's tax burden, as advertising expenses are part of the company's sales 

costs. The sample consists of 11 companies, resulting in a total of 55 data points. 

This study employs Multiple Linear Regression analysis. The results indicate that 

transfer pricing, leverage, and advertising expenses do not significantly affect tax 

avoidance, while deferred taxes have a significant positive impact on tax 

avoidance. 

 
Keywords: Tax Avoidance, Transfer Pricing, Leverage, Deferred Tax, Advertising 

Expenses.    



 

 

 

 

 
 

ABSTRAK 

 
 

ANALISIS PENGARUH TRANSFER PRICING, LEVERAGE, PAJAK 

TANGGUHAN DAN BEBAN IKLAN TERHADAP TAX AVOIDANCE DI 

INDONESIA DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL 

KONTROL  

(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan 

Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020)  

 

 

Oleh: 

 
 

Evita Sysmantia 

 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel transfer pricing, 

leverage, pajak tangguhan, dan beban iklan terhadap praktik penghindaran pajak 

pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia 

selama tahun 2016-2020. Transfer pricing merupakan kebijakan harga transfer 

yang dapat dimanfaatkan untuk memaksimalkan laba atau mengalihkan 

keuntungan ke perusahaan seafiliasi. Leverage berhubungan dengan hutang 

perusahaan dan dapat mengurangi beban pajak dengan beban bunga yang 

dihasilkannya sehingga mempengaruhi laba rugi perusahaan. Pajak tangguhan 

adalah pajak yang bisa dikompensasikan di masa depan, dapat mempengaruhi laba 

rugi perusahaan karena dipengaruhi perbedaan akuntansi dan perpajakan. Beban 

iklan dapat mengurangi laporan laba rugi perusahaan, karena mampu menjadi 

pengurang besarnya beban pajak perusahaan. Sampel terdiri dari 11 perusahaan 

dengan sehingga total 55 data. Penelitian ini menggunakan Uji Regresi Linier 

Berganda. Hasil menunjukkan bahwa transfer pricing, leverage, dan beban iklan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara pajak 

tangguhan berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak.   

 

Kata Kunci : Tax Avoidance, Transfer Pricing, Leverage, Pajak Tangguhan, 

Beban Iklan  
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BAB I   

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perekonomian negara Indonesia terus mengalami perkembangan yang baik sebagai 

negara besar yang sedang berkembang. Sektor perpajakan merupakan sektor yang 

menopang negara dan menjadi sektor utama yang diandalkan negara untuk 

membiayai segala kebutuhan negara yang berkaitan dengan perkembangan negara 

dan masyarakat untuk memenuhi kesejahteraan yang lebih baik. Pajak memiliki 

definisi yaitu sumber pendapatan negara yang paling signifikan dan besar dan 

dimanfaatkan oleh negara untuk pembangunan negara dan menjadi sumber utama 

dalam kas negara. Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) 

yang terdapat dalam UU No. 28 Tahun 2007, pajak adalah kewajiban yang harus 

dibayarkan kepada negara oleh individu atau entitas secara paksa berdasarkan 

peraturan Undang-Undang yang mana pembayaran dengan tidak mendapatkan  

imbalan secara langsung dan dimanfaatkan untuk kepentingan negara dalam 

meningkatkan dan mengoptimalkan kemakmuran  serta kemajuan rakyat sebesar 

mungkin. Fungsi budgetair dari pajak yang menjadi sumber pembiayaan belanja 

dan pengeluaran yang berhubungan dengan segala kepentingan negara yang 

membuat aparatur pajak berusaha menaikkan penerimaan pajak sebisa mungkin. 

Adapun target penerimaan pajak dan realisasinya selama tahun 2016 hingga 2020 

yaitu: 

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Tahun 2016-2020 (dalam triliun rupiah) 

No. Tahun Pendapatan 

Negara 

Penerimaan 

Pajak 

Target 

Pajak 

Persentase 

Realisasi 

(%) 

1. 2016 1.555,9 1.284,9 1.539,1 83,5% 

2. 2017 1.666,4 1.343,5 1.472,7 91,2% 

3. 2018 1.943,7 1.518,8 1.618,1 93,9% 

4. 2019 1.960,6 1.546,1 1.786,4 86,5% 

5. 2020 1.647,7 1.285,1 1.404,4 91,5% 

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), diolah oleh penulis (2023) 
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Gambar  1.1 Grafik Penerimaan Pajak Tahun 2016-2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), diolah oleh penulis (2023) 

Penerimaan pajak terus meningkat, tetapi tidak pernah mencapai target yang 

ditetapkan secara optimal, seperti yang terlihat dalam Tabel 1.1, dari tahun 2016 

hingga 2019 yang terlihat bahwa penerimaan terus bertambah namun target secara 

maksimal mampu tercapai tidak pernah terwujud. Meskipun terjadi kenaikan 

jumlah pendapatan negara dan penerimaan pajak dari tahun 2016 hingga tahun 2019 

yang juga diikuti meningkatnya target pajak yang ditetapkan, terdapat penurunan 

persentase dari realisasi atau pelaksanaan penerimaan pajak di tahun 2019. Di tahun 

selanjutnya yaitu 2020, penurunan dari penerimaan pajak kembali terjadi dengan 

cukup signifikan yang disebabkan adanya kondisi pandemi COVID-19 yang 

dimulai pada bulan Maret 2020. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, akibat 

dari adanya pandemic COVID-19, mengakibatkan perusahaan yang mampu 

beroperasi secara normal hanya sebesar 58,95% dan sebanyak 82,45% perusahaan 

tersebut pendapatannya mengalami penurunan meskipun terdapat penurunan tarif 

pajak umum penghasilan badan menjadi 22% dan 19% untuk perusahaan Go Public 

(Kurniawan et al., 2021). Data tersebut juga memperlihatkan bahwa penyumbang 

dana paling tinggi dalam APBN dari tahun 2016-2020 berasal dari pajak (Badan 

Pusat Statistik, 2017a).  

Lebih lanjut, menurut data dari Direktorat Jenderal Pajak, tercatat pelaporan SPT 

Tahunan 2020 mencapai 15,97 juta dari 19 juta Wajib Pajak Yang Terdaftar baik 
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dari WP Pribadi dan Badan. Selanjutnya, pada tabel di bawah ini dapat terlihat 

target, realisasi, dan jumlah WP terdaftar tahun 2016-2020 dengan nilai : 

Tabel 1.2 Realisasi dan Target Kepatuhan Wajib Pajak Pada Tahun 2016-

2020 

No. Tahun Realisasi 

Rasio 

Target 

Rasio 

Jumlah WP 

Terdaftar  

1. 2016 60,75% 72,5% 20,1 juta 

2. 2017 73% 75% 16,6 juta 

3. 2018 71,1% 80% 17,6 juta 

4. 2019 73% 85% 16,6 juta 

5. 2020 77,63% 80% 19 juta 

Sumber : Kemenkeu.go.id 

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat dan diketahui bahwa setiap tahunnya, 

kepatuhan pajak tidak mencapai target yang telah ditetapkan meskipun secara rata-

rata terjadi kenaikan realisasi kepatuhan pelaporan pajak. Hal ini menandakan 

bahwa masih terdapat banyak wajib pajak yang terdaftar namun tidak 

melaporkannya dengan alasan yang bermacam-macam baik dari orang pribadi 

maupun badan, dengan mengingat system pelaporan pajak di Indonesia banyak 

dilakukan dengan kombinasi dari sistem self assessment system dan withholding 

system dimana harus dilakukan dengan teliti, akurat, dan tepat waktu. Adanya hal 

tersebut menimbulkan persepsi bahwa penerimaan pajak yang tidak maksimal 

terjadi akibat adanya ketidakpatuhan wajib pajak melaporkan tugasnya dan adanya 

kemungkinan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak dengan tujuan 

memaksimalkan keuntungan perusahaan terutama yang dilakukan oleh pihak 

perusahaan atau badan dengan manajemen perpajakan. Perlu diingat bahwa pajak 

penghasilan badan menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam penerimaan 

pajak negara. UU Nomor 36 Tahun 2008, khususnya pasal 2 (1b), telah mengatur 

ketentuan mengenai perusahaan atau badan memiliki kewajiban wajib pajak atau 

sebagai salah satu subjek pajak yang bertanggung jawab untuk membayar pajak 

berdasarkan ketentuan perpajakan. Pajak yang harus dibayarkan dihitung 

berdasarkan pada tarif pajak yang berlaku saat tahun berjalan dikalikan dengan laba 

bersih perusahaan sebelum dikenakan pajak. Selain itu bagaimana perusahaan 

mengungkapkan dan menyajikan kewajiban pajak penghasilannya dalam laporan 
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komersial diatur dalam PSAK 46 (Revisi 2015) tentang Akuntansi Pajak 

Penghasilan. 

Pelaku penghindaran pajak dilakukan oleh badan usaha dengan persentase sebesar 

80% dan wajib pajak pribadi sebesar 20% (Suara.com, 2017). Hal itu disampaikan 

oleh Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA). Kemudian 

Indonesia menjadi salah satu bagian dari 11 negara terbesar yang melakukan 

penghindaran pajak pada tahun 2017 yang nilainya mencapai sebesar 6,48 miliar 

dollar AS (Tribunnews.com, 2017). Oleh karena itu, secara garis besar selama 5 

tahun tersebut menandakan setiap tahunnya kemungkinan terjadi tindakan 

penghindaran pajak dengan tujuan memaksimalkan keuntungan perusahaan yang 

pelakunya lebih banyak dari pihak badan usaha atau perusahaan sehingga beban 

pajak perusahaan bisa serendah mungkin daripada yang seharusnya dibayarkan. 

Tentunya hal tersebut membuat penerimaan negara tidak maksimal dan merugikan 

negara. Hal ini disebabkan oleh pajak yang dianggap sebagai beban yang mampu 

mengurangi keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan sehingga membuat 

perusahaan ingin mengoptimalkan labanya dengan sebisa mungkin meminimalkan 

beban pajaknya dengan memanfaatkan ketentuan dan aturan yang ada. Oleh karena 

itu, perusahaan termotivasi melakukan tindakan penghindaran pajak yang 

dilakukan dengan menjalankan dan mewujudkan manajemen pajak perusahaan 

yang maksimal.  

Tax avoidance (penghindaran pajak) merupakan salah satu aktivitas dalam 

manajemen pajak atau perencanaan pajak yang dilaksanakan dengan bertujuan agar 

sebisa mungkin meminimumkan beban pajak perusahaan yang perlu dibayarkan 

wajib pajak kepada negara dengan memanfaatkan celah peraturan yang berlaku 

sehingga total beban pajak yang dibayarkan menjadi lebih kecil dari yang 

seharusnya. Penghindaran pajak menjadi komponen penting dalam manajemen 

perpajakan yang bertujuan untuk memanfaatkan dan mengimplementasikan 

peraturan perpajakan dengan akurat, serta berusaha efisien untuk mencapai tingkat 

likuiditas dan keuntungan maksimal dari yang seharusnya. Menurut Lumbantoruan 

(1996), terdapat lima macam strategi pajak yaitu pergeseran pajak (tax shifting), 

kapitalisasi, transformasi, tax evasion (illegal) dan tax avoidance (legal). Tax 

avoidance (penghindaran pajak) menjadi metode atau strategi yang sering 
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digunakan perusahaan yang dilakukan dengan mengurangi pajak perusahaan 

namun tetap patuh terhadap peraturan yang berlaku dan memanfaatkan celah 

(loopholes) dari peraturan yang ada. Sedangkan Tax evasion adalah bentuk 

penghindaran pajak yang melibatkan penyembunyian informasi yang sebenarnya 

dan bertentangan dengan hukum atau merupakan tindakan ilegal.  

Menurut Direktur Eksekutif Pratama Kreston Tax Research Institute (TRI), 

mengatakan bahwa di balik SPT PPh badan yg dilapor, masih banyak perusahaan 

melakukan praktik penghematan pajak melalui SPT pada realitanya. Bentuknya 

dapat berupa tax planning (perencanaan pajak) dan/atau tax avoidance 

(penghindaran pajak). Prianto menyampaikan tax avoidance menjadi alternatif bagi 

perusahaan karena sifatnya yang legal. Akan tetapi, cara ini tidak sesuai spirit 

pembuat kebijakan. Tax avoidance ini menjadi pilihan terbaik kedua (second best 

practice) bagi perusahaan karena banyak peraturan ambigu dan multitafsir. Sebagai 

konsekuensinya, aturan final tersebut memiliki celah (tax loopholes) yang 

menimbulkan ambiguitas dan multitafsir. Tax loopholes tersebut selanjutnya 

dieksploitasi oleh Wajib Pajak (Nasionalkontan.co.id, 2021). Menurut laporan dari 

Tax Justice Network tahun 2020, akibat dari adanya penghindaran pajak 

mengakibatkan Indonesia kehilangan uang hingga mencapai sekitar 68,7 triliun 

rupiah atau sebesar US$ 4,86 setiap tahunnya (jika kurs rupiah nilainya Rp. 14.149 

per dollar AS pada Senin 22/11/2020) (Nasional.kontan.co.id, 2020). 

Sebagian besar penerimaan pajak atau APBN negara, sebesar 75,21%, berasal dari 

enam sektor wajib pajak badan, yaitu transportasi dan pergudangan, manufaktur, 

perdagangan, jasa keuangan dan asuransi, konstruksi dan real estate, serta 

pertambangan. Pemerintah fokus meningkatkan nilai ekspor nasional, terutama di 

sektor industri, yang berdampak pada penerimaan pajak negara. Sektor industri 

merupakan kontributor terbesar dengan nilai ekspor sebesar 126,57 miliar dolar AS 

atau 75,5% dari total nilai ekspor nasional pada tahun 2019. Pada tahun tersebut, 

sektor industri pengolahan nonmigas seperti industri makanan dan minuman, logam 

dasar, serta tekstil dan pakaian, mencatat nilai ekspor terbesar. Pada Januari 2020, 

sektor industri menyumbang 78,45% atau 10,52 miliar dolar AS dari total nilai 

ekspor nasional sebesar 13,41 miliar dolar AS, dengan industri makanan dan 
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minuman menjadi kontributor terbesar sebesar 2,10 miliar dolar AS (Kementerian 

Perindustrian RI, 2020).  

Selanjutnya, menurut Kementerian Perindustrian bahwa sektor industri manufaktur 

konsisten memainkan peranan pentingnya sebagai penggerak dan penopang utama 

bagi perekonomian nasional. Hal ini dapat dilihat pada gambar 1.1 yang 

memaparkan Pendapatan Domestik Bruto berdasarkan lapangan usaha tahun 2017 

sampai dengan 2020 (Badan Pusat Statistik, 2017b). 

Gambar  1.2 PDB Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-

2020 (Miliar Rupiah) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : BPS (Badan Pusat Statistik), diolah oleh penulis. 

Berdasarkan gambar grafik tersebut, dapat dilihat nilai rata-rata dari laju PDB 

lapangan usaha sektor makanan dan minuman menjadi yang paling tinggi. 

Kemudian berdasarkan data dari BPS, di tahun 2020 sektor ini mengalami 

peningkatan dengan persentase kontribusi sebesar 19,88 terhadap total PDB. 

Kontribusi sektor industri manufaktur atau pengolahan di tahun 2020 salah satunya 

ditopang dari sub sektor industri makanan dan minuman dengan kontribusi sebesar 

6.97 persen terhadap total PDB (Kementrian Perindustrian Republik Indonesia, 

2017). Selain itu, beberapa subsektor lainnya yang juga menopang besarnya sektor 

industri pengolahan di tahun 2020 dengan kontribusinya di atas satu. Kemudian 

dari sumber yang sama, laju pertumbuhan kumulatif PDB Lapangan Usaha, industri 

makanan dan minuman terus mengalami penurunan tahun sejak 2017 yaitu menjadi 

9,23%, tahun 2018 menjadi 7,91%, menjadi 7,78% di tahun 2019, dan menjadi 
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1,58% pada tahun 2020 (Badan Pusat Statistik, 2017c). Meskipun begitu sektor ini 

tetap menjadi salah satu sektor manufaktur yang diandalkan dikarenakan 

pencapaian kinerjanya dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional 

dan penerimaan negara setiap tahunnya. Namun hal tersebut tetap tidak menutup 

kemungkinan bahwa sektor ini pernah melakukan tindakan yang masuk ke dalam 

kategori penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak dan memaksimalkan 

keuntungannya.  

Menurut Suandy (2016), transfer pricing ialah tindakan menyalurkan keuntungan 

dari suatu entitas/perusahaan di satu negara ke entitas/perusahaan yang ada di 

negara lain di mana keduanya berada pada satu group perusahaan, dengan tujuan 

agar mampu memperkecil pajak bahkan menghindari pajak. Transfer Pricing 

dilakukan dengan cara meningkatkan harga beli atau menurunkan harga jual kepada 

perusahaan yang berelasi atau memiliki hubungan istimewa yang berdomisili yang 

sama ataupun berbeda sehingga dinilai termasuk ke dalam salah satu cara untuk 

melakukan praktik penghindaran pajak. Transfer pricing dapat dimanfaatkan 

sebagai cara dalam manajemen pajak perusahaan untuk membuat  beban pajak 

perusahaan pada tahun berjalan  menjadi berkurang dan pembagian dividen sebagai 

strategi prnghindaran pajak. Peraturan yang mengatur tentang transfer pricing 

diatur pada Peraturan Dirjen Pajak No. PER-32/PJ/2011 tentang Prinsip Kewajaran 

Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Wajib Pajak dengan Pihak Hubungan 

Istimewa, dinyatakan bahwa peraturan ini hanya berlaku untuk transaksi antara 

wajib pajak dengan pihak-pihak yang memiliki relasi istimewa. Menurut Penelitian 

yang dilakukan oleh Lutfia & Pratomo (2018), transfer pricing memiliki pengaruh 

secara positif terhadap tax avoidance. Sedangkan menurut Panjalusman et al. 

(2018), transfer pricing tidak memiliki pengaruh terhadap tax avoidance. 

Leverage memiliki definisi sebagai ukuran rasio yang dipakai untuk menghitung 

dan mengukur seberapa jauh asset perusahaan dibiayai dengan hutang atau sebesar 

apa jumlah hutang perusahaan yang dimanfaatkan untuk menjadi sumber biaya 

pada kegiatan usaha dengan perbandingan apabila memakai ekuitas perusahaan 

(Kasmir, 2017:113). Hutang yang semakin banyak akan membuat penurunan pada 

pajak semakin besar dikarenakan adanya beban bunga yang dibebankan perusahaan 

pada laporan laba ruginya yang berasal dari pinjaman yang diambilnya. Untuk 
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meningkatkan laba perusahaan maka beban bunga dari hutang tersebut akan 

dimanfaatkan untuk mengurangi pajak perusahaan pada tahun berjalan. Penelitian 

yang dilakukan oleh Jasmine et al. (2017) dan Wahyuni et al. (2019), leverage 

memiliki pengaruh positif terhadap tax avoidance. Berbeda dengan penelitian 

sebelumnya, penelitian dari Prapitasari & Safrida (2019) dan Dharma & Ardiana 

(2016), leverage memiliki pengaruh negative terhadap tax avoidance.  

Pajak tangguhan merujuk pada nilai saldo yang tercatat dalam neraca sebagai 

manfaat fiskal yang diperkirakan akan direalisasikan di masa depan sebagai hasil 

dari perbedaan sementara antara peraturan akuntansi yang berlaku dan peraturan 

perpajakan, serta keberadaan dari saldo kerugian yang bisa dikompensasikan pada 

tahun yang akan datang. Pajak tangguhan memiliki dua perspektif yaitu aset pajak 

tangguhan yang merupakan hasil dari pajak penghasilan yang diasumsikan dapat 

pulih pada masa mendatang sehingga untuk meminimalisir beban pajak maka 

perusahaan akan memanfaatkan asset pajak tangguhan. Sedangkan yang kedua 

yaitu liabilitas pajak tangguhan, yaitu beban yang timbul dari perbedaan waktu atau 

sementara dalam pelaporan keuntungan pada versi komersial dan versi fiskal. Hal 

itu terdapat dalam PSAK No. 46 (IAI, 2017). Dengan hal tersebut, pihak perusahaan 

akan memanfaatkannya menjadi pengurang beban pajak perusahaan terutama dari 

perbedaan temporer yang cukup memberikan pengaruh kepada besarnya pajak 

perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh  Yemima (2022)  dan Akbar et al. 

(2022), menghasilkan yaitu pajak tangguhan memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap tax avoidance. Lalu menurut penelitian Kasir (2020), pajak tangguhan 

tidak berpengaruh terhadap tax planning. 

Beban iklan ialah beban yang timbul akibat adanya kegiatan promosi yang 

dilakukan perusahaan untuk meningkatkan nilai penjualan perusahaan yang hal 

tersebut dilakukan dengan memperkenalkan produk secara langsung maupun tidak 

langsung. Adapun menurut Peraturan Menteri Keuangan/PMK Nomor 2 Tahun 

2010, beban iklan merupakan pengurang dalam laporan keuangan fiskal 

perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa beban iklan atau promosi dalam 

laporan komersial perusahaan adalah hal yang legal jika dibebankan sesuai dan 

mengikuti peraturan yang berlaku. Sedangkan menurut Nguyen (2015), Perusahaan 

berpotensi lebih rendah melakukan tindakan penghindaran pajak jika tingkat 
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pengeluaran iklannya besar, sementara perusahaan dinilai memiliki potensi yang 

lebih tinggi terkait dengan melakukan penghindaran pajak jika memiliki tingkat 

pengeluaran iklan yang kecil. 

Adapun kasus-kasus yang termasuk ke dalam penghindaran pajak (tax avoidance) 

di Indonesia yaitu :  

Tabel 1.3 Kasus-Kasus Penghindaran Pajak yang pernah terjadi di Indonesia 

No. Perusahaan  Tahun  Jenis Praktik  

1. PT Nestle 

Indonesia  

2013 Melakukan transfer pricing dari 

anak perusahaan untuk menekan 

beban produk dan beban pajak 

perusahaan. 

2. PT Coca Cola 

Indonesia  

2002, 2003, 

2004, dan 

2006 

Diduga mengakali pajak dengan 

melakukan transfer pricing 

sehingga menimbulkan kekurangan 

pembayaran  beban pajak. 

Memanfaatkan beban iklan sebesar 

sebagai indikasi penghindaran 

pajak, sehingga menyebabkan 

kurang bayar. 

3. PT Japfa 

Comfeed Tbk 

2020 Terdapat sengketa PPh Pasal 26 

terjadi akibat adanya perbedaan 

mengenai beneficial owner atau 

siapa pemilik sebenarnya yang 

memperoleh manfaat dari nilai 

sengketa. 

4. PT Bentoel 

Internasional 

Investama 

2019 Mengambil banyak utang dari 

perusahaan afiliasi untuk 

memperkecil laba kena pajak 

melalui pembayaran bunga. 

5. PT. Adaro Energy  

Indonesia  Tbk 

2019 Melakukan tindakan transfer 

pricing kepada anak perusahaannya 

untuk mengurangi tagihan pajak di 

Indonesia dan mengalihkan dana. 

 

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian Rifai & Atiningsih (2019). 

Penelitian ini termotivasi untuk melihat apakah perusahaan sub sektor makanan dan 

minuman melakukan penghindaran pajak dengan mengingat pangsa pasar yang 

cukup besar dari perusahaan ini dan memungkinkan memiliki laba dan beban pajak 

yang tinggi. Adapun perbedaan dari penelitian ini yaitu variable dan sampel yang 

digunakan. Variabel transfer pricing, pajak tangguhan dan beban iklan menjadi 
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variabel independen baru yang ditambahkan di dalam penelitian ini. Lalu untuk 

populasi perusahaan dari penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur pada sub 

sektor makanan dan minuman dengan periode yang digunakan 2016-2020 dan 

perusahaan-perusahaan tersebut terdaftar di BEI. Alasan mengapa penelitian ini 

memilih sektor manufaktur sub sektor makanan dan minuman yaitu sektor ini 

termasuk ke dalam sektor yang dibutuhkan dan termasuk industri yang cukup 

berkembang dengan baik di Indonesia serta berkontribusi cukup tinggi terhadap 

penerimaan pajak dan perekonomian Indonesia. Menurut data yang dilansir dari 

BPS, hasil dari sensus penduduk dari tahun 2010 sampai 2020, ditunjukkan bahwa 

pertumbuhan penduduk Indonesia terus mengalami peningkatan dengan tingkat 

rata-rata sebesar 1,25% yang akan diikuti meningkatnya volume keinginan terhadap 

produk konsumsi. Selain itu Indonesia juga tidak lepas sebagai salah satu negara 

dengan penduduk terbanyak di dunia. Oleh sebab itu, industri makanan dan 

minuman akan terus dibutuhkan dan dianggap lebih mampu bertahan dalam krisis 

global sebab produknya merupakan produk primer yang dibutuhkan oleh 

masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.  

Berdasarkan dengan uraian yang terdapat di atas, maka penelitian ini ini akan 

melakukan pengujian dan penelitian kembali dengan judul yaitu “Analisis 

Pengaruh Transfer Pricing, Leverage, Pajak Tangguhan, dan Beban Iklan 

Terhadap Tax Avoidance Di Indonesia Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai 

Variabel Kontrol (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor 

Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 

2016-2020)”. 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

yang ada pada penelitian ini yaitu :  

a. Apakah transfer pricing berpengaruh terhadap tax avoidance pada 

perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di 

BEI pada periode 2016-2020?  
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b. Apakah leverage berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan 

manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2016-2020 ? 

c. Apakah pajak tangguhan berpengaruh terhadap tax avoidance pada 

perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020? 

d. Apakah beban iklan berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan 

manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2016-2020? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Dari rumusan masalah penelitian yang dinyatakan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

tujuan yang ada pada penelitian yaitu untuk :  

a. Menguji dan mengkaji pengaruh transfer pricing terhadap tax avoidance 

pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020. 

b. Menguji dan mengkaji pengaruh leverage terhadap tax avoidance pada 

perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020. 

c. Menguji dan mengkaji pengaruh pajak tangguhan terhadap tax avoidance 

pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020. 

d. Menguji dan mengkaji pengaruh beban iklan terhadap tax avoidance pada 

perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

Berdasarkan dari tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan kegunaan secara teoritis atau akademis dan secara praktis.  

1. Manfaat Teoritis 

a. Peneliti Selanjtnya dan Masyarakat 

Mampu memberikan referensi dan menjadi wadah untuk peneliti yang 

akan datang dalam melakukan penelitian yang terkait dengan topik atau 

permasalahan yang dibahas di penelitian ini sehingga penelitian 

selanjutnya mampu menutupi dari kekurangan-kekurangan yang 

terdapat pada penelitian ini. 

b. Penulis 

Mampu menjadi sarana yang baik bagi penulis agar bisa meningkatkan 

dan memperluas wawasan yang berkaitan dengan masalah dan topik 

yang diteliti pada penelitian ini terutama penghindaran pajak sehingga 

mampu bermanfaat bagi penulis di masa depan untuk mengetahui ada 

atau tidaknya penghindaran pajak yang agresif dengan berdasarkan 

faktor-faktor tersebut. 

2. Manfaat Praktis  

a. Regulator  

Mampu mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas peraturan dan 

kebijakan terkait dengan isu-isu tersebut. Hal ini dapat membantu pihak 

pengatur atau pembuat kebijakan yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP), 

Kementerian Keuangan, dan pihak pemerintah yang terkait, dalam 

membuat kebijakan dan aturan baru yang lebih baik dan tegas. Selain 

itu, harapan lainnya yaitu bermanfaat dalam memberikan bukti empiris 

dari praktik penghindaran pajak perusahaan yang dilakukan melalui 

tindakan transfer pricing, memanfaatkan leverage, menafaatkan nilai 

pajak tangguhan, dan memanfaatkan beban iklan. Dengan demikian, 

penelitian ini dapat membantu mengurangi dampak negatif dari 

tindakan tersebut terhadap penerimaan negara dan pembangunan 

nasional. 
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b. Manajemen 

Diharapkan dari adanya penelitian ini, pihak manajemen perusahaan 

dapat terbantu dan mendapatkan saran dalam merealisasikan tata kelola 

perusahaan yang baik (good corporate governance) untuk menghindari 

adanya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan melalui kegiatan 

transfer pricing, memanfaatkan leverage, tingkat pajak tangguhan, dan 

beban iklan yang mana dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam suatu 

perusahaan. Selain itu untuk pertimbangan dalam mengambil keputusan 

yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Tinjauan Empiris  

Tinjauan empiris penelitian yang dilakukan ini merujuk kepada penelitian-

penelitian yang berhubungan dengan tax planning atau tax avoidance yaitu : 

Tabel 2. 1 Tabel Penelitian Terdahulu 

No Nama, Tahun & 

Judul Penelitian 

Variabel 

yang 

Digunakan 

Objek 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 Ayu Prapitasari, 

Lili Safrida (2019) 

 

The Effect Of 

Profitability, 

Leverage, Firm 

Size, Political 

Connection And 

Fixed Asset 

Intensity On Tax 

Avoidance 

(Empirical Study 

On Mining 

Companies Listed 

In Indonesia Stock 

Exchange 2015-

2017) 

Variabel 

Independen : 

Profitabilitas, 

Leverage, 

Ukuran 

Perusahaan, 

Koneksi 

Politik, dan 

Intensitas 

Aset Tetap 

 

Variabel 

Dependen : 

Tax 

Avoidance 

Perusahaan 

Pertambanga

n yang 

Terdaftar di 

BEI pada 

tahun 2015-

2017. 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

profitabilitas berpengaruh 

positif terhadap 

penghindaran pajak karena 

profitabilitas yang tinggi 

akan meningkatkan pajak. 

Di sisi lain, leverage, 

ukuran perusahaan, koneksi 

politik, dan intensitas aset 

tetap berpengaruh negatif 

terhadap penghindaran 

pajak karena perusahaan 

mempertimbangkan efek 

jangka panjang dalam 

melakukan penghindaran 

pajak. 

2 Cahya Sukma 

Widiyantoro & 

Riris Rotua 

Sitorus (2019)  

 

Pengaruh 

Transfer Pricing 

Dan Sales Growth 

Terhadap Tax 

Avoidance 

Dengan 

Profitabilitas 

Sebagai Variabel 

Moderating 

Variabel 

Independen : 

Transfer 

Pricing dan 

Sales Growth  

 

Variabel 

Dependen :  

Tax 

Acoidance  

 

Variabel 

Moderasi : 

Profitabilitas  

Perusahaan 

manufaktur 

di sektor 

industri 

barang 

konsumsi 

yang 

terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia 

Bursa (BEI) 

pada Tahun 

2014-2018 

Penelitian ini menemukan 

bahwa transfer pricing tidak 

memiliki dampak signifikan 

terhadap penghindaran 

pajak dan bahkan memiliki 

dampak negatif. Selain itu, 

pertumbuhan penjualan dan 

profitabilitas juga tidak 

memiliki pengaruh 

signifikan terhadap 

penghindaran pajak, 

meskipun cenderung 

berpengaruh negatif. 

Penelitian ini juga 

menunjukkan bahwa 

moderasi profitabilitas tidak 

memperkuat hubungan 
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antara transfer pricing dan 

penghindaran pajak, serta 

tidak memperkuat 

hubungan antara 

pertumbuhan penjualan dan 

penghindaran pajak. 

3 Octivia Rian 

Fatmawati & 

Akhmad Solikin 

(2017)  

 

 

Pengaruh 

Karakteristik 

Perusahaan Dan 

Beban Iklan 

Terhadap 

Tindakan 

Penghindaran 

Pajak Pada 

Perusahaan 

Manufaktur 

Variabel 

Independen : 

Karakteristik 

Perusahaan 

dan Beban 

Iklan 

 

Variabel 

Dependen :  

Tax 

Avoidance 

Perusahaan 

Manufaktur 

yang 

Terdaftar di 

BEI Periode 

2010-2014 

Dengan menggunakan 

regresi data panel, ternyata 

beban iklan merupakan 

prediktor signifikan 

penghindaran pajak yang 

diproksikan dengan tarif 

pajak efektif. Mengenai 

karakteristik perusahaan, 

likuiditas, ukuran, dan 

kualitas laba mempengaruhi 

penghindaran pajak. 

Administrasi perpajakan 

dapat menggunakan hasil 

dari penelitian ini untuk 

mengidentifikasi lebih 

lanjut perusahaan 

manufaktur yang rentan 

terhadap penghindaran 

pajak. 

4 Kasir (2020)  

 

Pengaruh Pajak 

Tangguhan dan 

Leverage 

Terhadap 

Perencanaan 

Pajak Pada 

Perusahaan Sektor 

Perbankan Yang 

Terdaftar di 

Kompas 100 

 

Variabel 

Independen : 

Pajak 

Tangguhan 

dan Leverage   

 

Variabel 

Dependen :  

Tax Planning 

Perusahaan 

Sektor 

Perbankan 

Yang 

Terdaftar di 

Kompas 100 

2015-2018 

 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa dalam 

uji t (parsial), pajak 

tangguhan tidak 

berpengaruh terhadap 

perencanaan pajak, 

sementara leverage 

berpengaruh terhadap 

perencanaan pajak. Dalam 

uji F (simultan), pajak 

tangguhan dan leverage 

secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap 

perencanaan pajak sebesar 

25,3%. Namun, sebesar 

74,7% sisanya dipengaruhi 

oleh faktor lain yang tidak 

dimasukkan dalam 

penelitian ini, seperti 

profitabilitas dan tata kelola 

perusahaan. 

5 I Made Surya 

Dharma, Putu 

Agus Ardiana 

(2016) 

 

Variabel 

Independen : 

Leverage, 

Intensitas 

Aset Tetap, 

Ukuran 

Perusahaan 

Manufaktur 

yang 

Terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia 

Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

leverage dan intensitas aset 

tetap berpengaruh negatif 

terhadap tax avoidance. Hal 

ini menunjukkan bahwa 
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Pengaruh 

Leverage, 

Intensitas Aset 

Tetap, Ukuran 

Perusahaan, Dan 

Koneksi Politik 

Terhadap Tax 

Avoidance 

Perusahaan, 

dan Koneksi 

Politik 

 

Variabel 

Dependen : 

Tax 

Avoidance 

 

(BEI) 

Periode 

2012-2014 

semakin tinggi leverage dan 

intensitas aset tetap akan 

menyebabkan menurunnya 

tingkat tax avoidance. 

Ukuran Perusahaan 

berpengaruh positif 

terhadap tax avoidance. Hal 

ini berarti bahwa semakin 

tinggi ukuran perusahaan 

maka tindakan tax 

avoidance akan tinggi. 

Sementara koneksi politik 

tidak berpengaruh terhadap 

tindakan tax avoidance. 

 

6 Ahmad Rifai, dan 

Suci Atiningsih 

(2019) 

 

Pengaruh 

Leverage, 

Profitabilitas, 

Capital Intensity, 

Manajemen Laba 

Terhadap 

Penghindaran 

Pajak 

Variabel 

Independen : 

Leverage, 

Profitabilitas, 

Capital 

Intensity, dan 

Manajemen 

Laba  

 

Variabel 

Dependen : 

Tax 

Avoidance  

Perusahaan 

Sektor 

Pertambanga

n yang 

Publish di 

Bursa Efek 

Indonesia 

Periode 

2013-2017.  

Hasil penelitian bahwa 

profitabilitas, capital 

intensity, dan manajemén 

laba berpengaruh negatif 

terhadap tax avoidance. 

Sedangkan untuk leverage 

tidak berpengaruh terhadap 

tax avoidance. 

7 Paskalis A. 

Panjalusman, Erik 

Nugraha, Audita 

Setiawan (2018) 

 

Pengaruh 

Transfer Pricing 

Terhadap 

Penghindaran 

Pajak 

Variabel 

Independen :  

Transfer 

Pricing  

 

Variabel 

Dependen :  

Tax 

Avoidance  

Perusahaan 

sektor 

manufaktur 

multinasional 

yang 

terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia 

(BEI) selama 

periode 

2014-2017 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa transfer 

pricing berpengaruh tetapi 

tidak signifikan terhadap 

penghindaran pajak (tax 

avoidance). 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yemima Christa 

Agadima, Francis 

M. Hutabarat 

(2022) 

 

Pengaruh Pajak 

Tangguhan Dan 

Ratio Hutang 

Terhadap 

Penghindaran 

Pajak Pada Indeks 

Mnc36 Tahun 

2018-2020 

Variabel 

Independen : 

Pajak 

Tangguhan 

dan Ratio 

Hutang  

 

Variabel 

Dependen : 

Tax 

Avoidance 

 

Perusahaan 

pada Indeks 

MNC36 yang 

terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia 

periode2018-

2020. 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

variabel Pajak Tangguhan 

berpengaruh positif secara 

signifikan terhadap 

Penghindaran Pajak, 

sedangkan variabel Ratio 

Hutang tidak memiliki 

pengaruh signifikan 

terhadap Penghindaran 

Pajak. Secara simultan, 

Pajak Tangguhan dan Ratio 

Hutang memiliki pengaruh 
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yang signifikan terhadap 

Penghindaran Pajak dengan 

tingkat signifikansi sebesar 

10%. 

9 Muhammad 

Akbar,  , 

Muammar 

Rinaldi,  , William 

(2022)  

 

Pengaruh Pajak 

Tangguhan, 

Transfer Pricing 

Dan Kepemilikan 

Institusional 

Terhadap Tax 

Avoidance Pada 

Perusahaan Sub 

Sektor Real Estate 

Dan Properti 

Yang Terdaftar Di 

Bursa Efek 

Indonesia 

Variabel 

Independen : 

Pajak 

Tangguhan, 

Transfer 

Pricing, dan 

Kepemilikan 

Institusional  

 

Variabel 

Dependen : 

Tax 

Avoidance 

 

Perusahaan 

Sub Sektor 

Real Estate 

Dan Properti 

Yang 

Terdaftar Di 

Bursa Efek 

Indonesia 

2015-2019 

Hasil uji t menunjukkan 

bahwa Pajak Tangguhan 

berpengaruh signifikan 

terhadap Tax Avoidance, 

Transfer Pricing tidak 

berpengaruh dan tidak 

signifikan terhadap Tax 

Avoidance dan Kepemilikan 

Institusional tidak 

berpengaruh dan tidak 

signifikan terhadap Tax 

Avoidance. Hasil uji F 

menunjukkan bahwa Pajak 

Tangguhan, Transfer 

Pricing dan Kepemilikan 

Institusional berpengaruh 

signifikan terhadap Tax 

Avoidance. 

10. Annisa Lutfia, 

Dudi Pratomo, 

Set., M.Ak (2018) 

 

Pengaruh 

Transfer Pricing, 

Kepemilikan 

Institusional, Dan 

Komisaris 

Independen 

Terhadap Tax 

Avoidance (Studi 

Pada Perusahaan 

Manufaktur Yang 

Terdaftar Di 

Bursa Efek 

Indonesia Tahun 

2012 – 2016) 

Variabel 

Independen:  

Transfer 

Pricing,  

Kepemilikan 

Institusiona, 

dan 

Komisaris 

Independen 

 

Variabel 

Dependen :  

Tax 

Acoidance 

Perusahaan 

Manufaktur 

Yang 

Terdaftar Di 

Bursa Efek 

Indonesia 

Tahun 2012 – 

2016 

Transfer pricing, 

kepemilikan institusional, 

dan komisaris independen 

berpengaruh terhadap tax 

avoidance. Secara simultan, 

ketiga faktor tersebut 

berpengaruh terhadap tax 

avoidance. Secara parsial, 

Transfer pricing 

berpengaruh terhadap tax 

avoidance secara positif, 

kepemilikan institusional 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap tax 

avoidance, sementara 

komisaris independen tidak 

berpengaruh terhadap tax 

avoidance. 

 

2.2 Tinjauan Teoritis  

2.2.1 Teori Keagenan (Agency Theory)  

Teori keagenan ialah suatu konsep yang mendeskripsikan hubungan agensi antara 

pemilik (principal) dan manajer (agent) sebagai suatu kontrak di bawah satu atau 

lebih prinsipal yang melibatkan agen untuk melaksanakan beberapa layanan bagi 



18 
 

 
 

mereka dengan melakukan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan 

kepada agen (Jensen & Meckling, 1976). Dalam perjanjian kerjasama yang saling 

menguntungkan, terdapat hak dan kewajiban antara agen dan prinsipal yang 

dijelaskan dalam perjanjian tersebut. Hubungan keagenan terjadi melalui kontrak 

kerjasama antara pihak agen dan pihak prinsipal, di mana agen diberi kuasa oleh 

prinsipal untuk mengelola perusahaan demi kepentingan prinsipal. Pihak agen 

merupakan manajer perusahaan yang menjadi pembuat keputusan dalam suatu 

kinerja perusahaan dan menyediakan informasi yang dibutuhkan pihak-pihak 

penggunaan informasi. Lalu pihak prinsipal yaitu para pemegang saham atau 

stakeholders yang memiliki peran mengevaluasi informasi yang diberikan oleh 

pihak agen maupun mengatur jalannya perusahaan.  

Menurut Meisser et al., (2006:7), menyatakan bahwa hubungan keagenan ini 

menyebabkan adanya dua permasalahan yaitu :  

1. Information Asymmetry : terjadinya informasi asimetris, yang mana secara 

umum pihak manajemen mempunyai informasi lebih banyak tentang posisi 

keuangan yang sebenarnya dan posisi operasi/kondisi entitas dari pemilik. 

2. Conflict Of Interest : terjadinya konflik kepentingan sebagai penyebab dari 

adanya tujuan yang tidak sejalan atau sama yang membuat pihak manajemen 

bertindak tidak selalu sesuai dengan kepentingan pemilik. 

Menurut Asumsi Eisenhardt (1989), teori keagenan mempunyai tiga asumsi sifat 

dasar yang ada pada manusia, dimana berisi yaitu : 

• Self Interest   : memikirkan kepentingan dan tujuan pribadi 

masing-masing. 

• Bounded Rationality  :  daya pikir pandangan masa yang akan datang 

terbatas. 

• Risk Averse  : cenderung untuk meminimalisir dan menghindari 

risiko.  

Teori keagenan menerangkan bahwa dalam adanya masalah mengenai kepentingan 

antara pihak prinsipal dan pihak agen yang mana terjadi akibat adanya perbedaan 

kepentingan antar pihak dan adanya kerjasama antara pihak-pihak yang memiliki 

perbedaan kepentingan tersebut.  Pihak prinsipal dapat dirugikan dengan adanya 
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konflik kepentingan ini dikarenakan pihak ini tidak turun langsung dalam 

mengelola perusahaan yang mana menjadi penghalang untuk mendapatkan 

informasi perusahaan yang lengkap dan kompleks. Sedangkan pihak agen terlibat 

secara langsung terhadap kinerja perusahaan dan diberikan wewenang untuk 

mengelola segala aset dan hutang yang perusahaan miliki yang mana hal itu 

dimanfaatkan perusahaan sebagai pengurang dalam menurunkan beban pajak 

perusahaan yang harus dibayarkan dengan melakukan tindakan seperti transfer 

pricing karena dari tindakan tersebut terdapat insentif untuk melakukannya bagi 

pihak manajemen atau agent berdasarkan dengan jumlah keuntungan yang dapat 

mereka berikan (Yuniasih et al., 2012).  

Berdasarkan dari adanya penjelasan di atas maka dapat diasumsikan jika tindakan 

penghindaran pajak dapat didasari dengan teori agensi. Kebijakan perpajakan 

perusahaan juga dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan antara pemilik dan 

manajemen perusahaan. Tekanan yang dialami oleh manajemen untuk memberikan 

keuntungan maksimal kepada pemilik menjadi faktor yang mendorong praktik 

penghindaran pajak oleh manajemen perusahaan (Lestari & Putri, 2017).  

2.2.2 Pajak  

a. Definisi Pajak  

 Menurut ketentuan dalam UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara 

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat.  Dalam Resmi (2017:1), Dr. Rochmat Soemitro, S.H., 

berpendapat bahwa Pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan 

undang - undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa 

timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang 

digunakan untuk membayar pengeluaran umum.  

Beban pajak ialah jumlah agregat dari pajak kini dan pajak tangguhan yang 

diperhitungkan dalam laba rugi akuntansi pada periode berjalan sebagai 

beban atau penghasilan perusahaan (Waluyo, 2008:215). Sesuai dengan 

PSAK No. 46, Beban pajak penghasilan ialah suatu jumlah agregat dari 
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pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan sebagai upaya untuk 

menentukan laba juga rugi dari suatu periode akuntansi yang mana dihitung 

sebagai penghasilan atau beban yang ditanggung oleh suatu perusahaan dari 

kegiatan ekonomi perusahaan tersebut. 

PSAK No.1 Tahun 2013, mengatur tentang laporan keuangan yang harus 

dibuat oleh perusahaan yang mana di dalamnya terdapat laporan laba rugi 

dan penghasilan komprehensif lain. Pada laporan tersebut dapat ditemukan 

laba sebelum dan sesudah pajak serta besaran beban pajak perusahaan. 

b. Pajak Penghasilan Badan  

Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak 

badan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun 

pajak (Resmi, 2017:70). Pajak penghasilan ialah jenis pajak yang dipungut 

langsung oleh pemerintah pusat. Pajak Penghasilan Badan adalah jenis 

pajak yang dikenakan atas penghasilan yang dihasilkan oleh wajib pajak 

badan di luar penghasilan tertentu dan sudah dikenakan PPh Final. 

c. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan  

 Pendapatan yang menjadi dasar perhitungan Pajak Penghasilan Badan ialah 

pendapatan kena pajak yang diperoleh dari kegiatan usaha atau aktivitas 

perusahaan. Setelah pendapatan kena pajak dihitung, besaran pajak yang 

harus dibayar oleh wajib pajak badan dihitung berdasarkan tarif pajak yang 

berlaku dan ditentukan oleh peraturan perpajakan yang berlaku.  

 Menurut Ilyas dan Suhartono (2009:127), Perhitungan Pajak Penghasilan 

Badan dilakukan dengan menjumlahkan semua pendapatan yang diperoleh 

oleh perusahaan (kecuali pendapatan yang telah dikenakan PPh Final) dan 

menguranginya dengan beban berdasarkan ketentuan yang ada dalam 

Undang-Undang Pajak Penghasilan. Proses perhitungan ini biasanya 

dilakukan pada akhir tahun pajak, yang dapat bervariasi tergantung pada 

tahun buku yang diterapkan oleh wajib pajak. Adapun Tarif Pajak 

Penghasilan Badan tahun 2016-2020 yaitu:  

No. Tahun Pajak Tarif Umum Tarif Go Public 

1 2016-2019 25% 20% 

2 2020 22% 19% 
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 Perbedaan tersebut diakibatkan adanya peraturan baru terkait perpajakan. 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja yang 

melakukan perubahan tarif pajak penghasilan badan umum dari 25% turun 

menjadi senilai 22% dan akan dilanjutkan menjadi 20% pada tahun pajak 

2022. Lalu untuk perusahaan yang melakukan IPO, tarif pajaknya 5% lebih 

rendah pada tahun 2016 sampai 2019 yang mana menjadi 20% dan 3% lebih 

rendah dari tarif umm untuk tahun 2020 sampai seterusnya. Tarif ini berlaku 

untuk perusahaan dengan peredaran bruto 4,8 milyar sampai dengan lebih 

dari 50 milyar. Menurut aturan yang berlaku, Wajib Pajak Badan yang 

berbentuk perseroan terbuka dapat menggunakan tarif lebih rendah 3% dari 

yang ada, jika jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di 

Bursa Efek Indonesia paling sedikit 40% dan memenuhi kriteria tertentu.  

2.2.3 Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)  

Menurut Pohan (2019), penghindaran pajak merupakan usaha yang dilakukan oleh 

wajib pajak untuk mengurangi atau menghapus hutang pajak yang tidak melanggar 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan menurut Suandy 

(2016:21), tax avoidance memiliki definisi sebagai upaya untuk meminimalkan 

kewajiban pajak secara legal dengan mencari celah ketetapan perpajakan yang ada, 

misalnya ketentuan yang berikatan dengan pengecualian dan pemotongan yang 

diperbolehkan, atau memanfaatkan hal-hal yang tidak ditetapkan dalam undang-

undang, serta menerapkan berbagai kelemahan yang ada dalam peraturan 

perpajakan. Penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi 

beban pajak tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan ini 

umumnya dijalankan oleh perusahaan karena pajak dapat mengurangi laba bersih 

yang diperoleh oleh perusahaan. Karena itu, perusahaan mengambil langkah ini 

untuk mengurangi dampak terhadap berkurangnya pendapatan perusahaan 

(Mardiasmo, 2016). 
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Menurut Purwono (2010), jenis-jenis perlawanan yang dilakukan dalam 

penghindaran pajak yaitu:  

• Perlawanan Pasif  

Perlawanan pajak secara pasif merupakan perlawanan yang keterjadiannya 

berkaitan erat dengan struktur ekonomi suatu negara, perkembangan 

intelektual, dan teknik pemungutan pajak.  

• Perlawanan Aktif  

Perlawanan aktif yang meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara 

langsung ditujukan terhadap fiskus dengan tujuan menghindari pajak melalui, 

penghindaran diri dari wajib pajak, pengelakan diri dari wajib pajak, dan 

melalaikan pajak. 

Tax avoidance menjadi salah satu strategi dalam perencanaan pajak yang sering 

dipakai pihak entitas/perusahaan karena sifatnya yang resmi secara hukum dengan 

mengoptimalkan segala peluang yang tersedia dari peraturan yang berlaku untuk 

memperoleh beban pajak perusahaan yang lebih kecil nilainya daripada yang 

seharusnya. Menurut Merks (2007), terdapat beberapa metode yang digunakan 

dalam melakukan tindakan penghindaran pajak, yaitu: 

• Memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara-negara yang 

memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (tax haven 

country) atas suatu jenis penghasilan (substantive tax planning). 

• Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari 

transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang 

paling rendah (formal tax planning). 

• Ketentuan anti avoidance atas transaksi transfer pricing, thin capitalization, 

treaty shopping, dan controlled foreign corporation  (Specific Anti Avoidance 

Rule), serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (General Anti 

Avoidance Rule). 

Kompensasi kerugian fiskal juga menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan 

dalam praktik tax avoidance. Situasi ini merujuk pada ketentuan dalam Undang-

Undang No. 36/2008, Pasal 6 ayat 2 mengenai pajak penghasilan. Berdasarkan pada 

aturan tersebut, perusahaan yang mengalami kerugian dalam suatu periode 
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akuntansi memiliki kesempatan untuk mengkompensasi pembayaran pajaknya. 

Mekanisme ini memungkinkan perusahaan yang mengalami kerugian untuk 

menggunakan laba yang dihasilkan dalam lima tahun ke depan guna 

mengkompensasi kerugian tersebut. Oleh karena itu, selama jangka waktu lima 

tahun ini, perusahaan memiliki peluang untuk mengurangi beban pajaknya, karena 

penghasilan fiskal bersihnya akan digunakan untuk menyeimbangkan jumlah 

kompensasi kerugian yang terjadi. Pendekatan pemanfaatan kompensasi kerugian 

fiskal ini dapat digunakan oleh perusahaan sebagai bentuk strategi untuk 

mengurangi kewajiban pajaknya. Menurut Kurniasih dan Sari (2013), hal ini 

disebabkan selama masa kompensasi ini, perusahaan akan membayar jumlah pajak 

yang lebih rendah sehingga kompensasi kerugian fiskal ini bisa dimanfaatkan oleh 

perusahaan untuk penghindaran pajak. 

2.2.4 Transfer Pricing 

a. Definisi Transfer Pricing  

Menurut Suandy (2016:77), transfer pricing memiliki dua pengertian 

berbeda yaitu pengertian yang sifatnya netral dimana harga transfer diyakini 

murni taktik dan strategi dalam berbisnis tanpa bermaksud untuk 

mengurangi beban pajak dan pengertian yang sifatnya pejoratif dimana 

harga transfer diterapkan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. 

Menurut Pohan (2019:196), berpendapat bahwa terdapat dua kelompok 

transaksi dalam transfer pricing , yaitu intra -company dan inter - company. 

Intra - company merupakan transfer pricing antar divisi dalam satu 

perusahaan, sedangkan inter - company merupakan transfer pricing antara 

dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. 

b. Tujuan Transfer Pricing 

Transfer pricing berkaitan transaksi antar divisi baik dalam suatu 

perusahaan maupun antar perusahaan yang berada dalam satu wilayah 

kedaulatan yang sama atau berbeda wilayah kedaulatan. Adapun tujuan 

transfer pricing menurut Suandy (2016:79) yaitu terdiri dari : 

• Memaksimalkan penghasilan global. 
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• Mengamankan posisi kompetitif anak/cabang perusahaan dan 

penetrasi pasar. 

• Mengevaluasi kinerja anak/ cabang perusahaan mancanegara. 

• Menghindarkan pengendalian devisa. 

• Mengontrol kredibilitas asosiasi. 

• Mengurangi risiko moneter. 

• Mengatur arus kas anak/cabang perusahaan yang memadai. 

• Membina hubungan baik dengan administrasi setempat. 

• Mengurangi beban pengenaan pajak dan bea masuk. 

• Mengurangi risiko pengambil alihan oleh pemerintah.   

c. Transaksi Transfer Pricing  

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 213 Tahun 2016 terkait 

dengan Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan Yang Wajib 

Disimpan Oleh Wajib Pajak yang Bertransaksi Dengan Pihak Yang 

Memiliki Hubungan Istimewa dan Tata Cara Pengelolaannya, wajib pajak 

yang melakukan transaksi dengan pihak afiliasi harus mempersiapkan 

dokumen Penentuan Transfer Pricing untuk membuktikan bahwa kegiatan 

transfer pricing yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip Kelaziman 

Usaha (arm’s length principle). Pada PSAK No. 7 yang mengulas terkait 

dengan Pengungkapan Pihak-Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, 

dinyatakan bahwa apabila salah satu pihak memiliki kemampuan untuk 

mengontrol pihak lain atau memiliki pengaruh yang signifikan atas pihak 

lain dalam hal pengambilan keputusan adalah pihak-pihak yang miliki 

hubungan istimewa. Kemudian Merujuk Pada Peraturan Dirjen Pajak 

Nomor PER-32/PJ/2011, Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam 

Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan 

Istimewa atau arm’s length principle merupakan prinsip yang mengatur 

bahwa apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang 

mempunyai hubungan istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam 

transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan 

istimewa yang menjadi pembanding, maka harga atau laba dalam transaksi 

yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa 
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harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau laba dalam 

transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan 

istimewa yang menjadi pembanding.  

Adapun aturan berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008, yang menganggap 

terdapatnya hubungan istimewa apabila : 

- Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak 

langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib 

Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling 

rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; 

atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut 

terakhir;  

- Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib 

Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun 

tidak langsung; atau  

- Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam 

garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat. 

d. Metode atau Strategi Penentuan Nilai Kewajaran Transfer Pricing  

Adapun strategi terkait penentuan transfer pricing dari suatu perusahaan 

yang terdapat dalam Peraturan Dirjen Nomor PER-32/PJ/2011 mengenai 

Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi antara 

Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa. Menurut 

Suandy (2016:81),  metode-metode tersebut yaitu : 

- Metode Perbandingan Harga antara Pihak yang tidak mempunyai 

Hubungan Istimewa (Comparable Uncontrolled Price/CUP)   

Metode ini melibatkan perbandingan harga transaksi antara pihak 

yang memiliki hubungan istimewa dengan pihak yang tidak memiliki 

hubungan istimewa dalam situasi yang serupa. 

- Metode Harga Penjualan Kembali (Resale Price Method/RPM)  

Metode ini membandingkan harga transaksi suatu produk antara pihak 

yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga jual kembali 

setelah dikurangi laba kotor wajar. 
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- Metode Biaya-Plus (Cost Plus Method)  

Metode ini adalah metode dalam menentukan harga transfer dengan 

menambahkan laba kotor wajar perusahaan yang sama dari transaksi 

dengan pihak non-afiliasi atau laba kotor wajar perusahaan lain dari 

transaksi sebanding dengan pihak non-afiliasi pada harga pokok 

penjualan yang sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman 

Usaha. 

- Metode Pembagian Laba (Profit Split Method/PSM)  

Metode Penentuan Harga Transfer berdasarkan Laba Transaksional 

yang melibatkan identifikasi laba gabungan dari transaksi afiliasi yang 

akan dibagi oleh pihak-pihak yang memiliki keterkaitan khusus. 

Metode ini menggunakan Metode Kontribusi (Contribution Profit 

Split Method) atau Metode Sisa Pembagian Laba (Residual Profit Split 

Method) untuk memberikan perkiraan pembagian laba yang adil dan 

sesuai dengan kesepakatan antar pihak yang tidak memiliki Hubungan 

Istimewa. 

- Metode Laba Bersih Transaksional (Transactional Net Margin 

method/TNMM)  

Metode ini dilakukan dengan membandingkan persentase laba bersih 

operasional terhadap biaya, penjualan, aktiva, atau dasar lainnya atas 

transaksi dengan yang memiliki hubungan istimewa (pihak afiliasi) 

dengan persentase laba bersih operasional yang diperoleh atas 

transaksi sebanding dengan pihak yang tidak memiliki hubungsn 

istimewa (pihak non afiliasi). 

e. Prinsip Kewajaran & Kelaziman Usaha  

Pada Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-32/PJ/2011,  tertulis mengenai 

Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha yang harus diimplementaskan atas 

transaksi jasa yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang 

memiliki Hubungan Istimewa.  

Transaksi sebagaimana yang dimaksud, dianggap memenuhi Prinsip 

Kewajaran dan Kelaziman Usaha sepanjang memenuhi syarat yaitu : 

• Penyerahan atau perolehan jasa benar-benar terjadi; 
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• Nilai transaksi jasa antara pihak-pihak yang memiliki hubungan 

istimewa harus sama dengan nilai transaksi jasa yang dilakukan 

antara pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa yang 

mempunyai kondisi yang sebanding, atau yang dilakukan sendiri 

oleh Wajib Pajak untuk kepentingannya. 

2.2.5 Leverage  

Leverage mempunyai pengertian sebagai indikator yang mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi tingkat kewajibannya terhadap pinjaman jangka 

panjang perusahaan maupun jangka pendek perusahaan yang dimanfaatkan untuk 

meningkatkan aset atau modal perusahaan dengan tujuan digunakan untuk 

meningkatkan keuntungan perusahaan. Rasio leverage memiliki definisi yaitu rasio 

yang memberikan gambaran mengenai seberapa besar hutang perusahaan yang 

digunakan untuk mendanai kegiatan operasional perusahaan serta dapat digunakan 

untuk mengetahui gambaran seberapa besar resiko hutang tidak tertagih yang 

dimiliki perusahaan yang mana ditunjukkan dengan struktur modal perusahaan 

(Prapitasari & Safrida, 2019). 

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, bunga dari 

pinjaman mampu menjadi beban yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan 

kena pajak sejauh nilainya sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga hal tersebut 

mempengaruhi laba kena pajak yang menjadi berkurang dan diikuti kewajiban 

pajak perusahaan yang juga berkurang. Hal ini akan membuat perusahaan 

melakukan tindakan penghindaran pajak. Adapun jenis-jenis rasio leverage yang 

diungkapkan oleh Kasmir (2010:112) yaitu :  

1. Debt To Asset Ratio (DAR)  

2. Debt To Equity Ratio (DER)  

3. Time Interest Earned Ratio  

4. Long Term Debt To Equity Ratio (LTDtER) 

Pada penelitian ini, rasio leverage yang akan digunakan sebagai salah satu 

pengukuran variabel bebas adalah DAR (Debt To Asset Ratio). Menurut Kasmir 
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(2017:112), DAR (Debt To Asset Ratio) merupakan rasio atau indikator yang 

dipakai untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan didanai melalui utang, atau 

seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan asetnya. Hutang 

pada suatu perusahaan dapat menyebabkan adanya penurunan beban pajak yang 

harus perusahaan bayarkan karena munculnya beban bunga dari hutang perusahaan 

dari pihak ketiga atau bank yang mana beban bunga tersebut akan mengurangi laba 

perusahaan setelah pajak karena menjadi pengurang pajak dalam laporan laba rugi 

perusahaan. 

2.2.6 Pajak Tangguhan  (Deffered Tax) 

Pajak tangguhan ialah saldo akun di neraca sebagai manfaat pajak yang jumlahnya 

merupakan jumlah estimasi yang akan dipulihkan dalam periode yang akan datang 

sebagai akibat adanya perbedaan temporer antara standar akuntansi keuangan 

dengan peraturan perpajakan dan akibat adanya saldo kerugian yang dapat 

dikompensasi pada periode mendatang. Pada pajak tangguhan terdapat dua hal yaitu 

asset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan yang ada pada bagian neraca. 

Pada prinsipnya, pajak tangguhan ialah dampak pajak penghasilan (PPh) pada masa 

yang akan datang karena adanya perbedaan waktu (temporer) antara perlakuan 

peraturan akuntansi dan peraturan perpajakan serta kerugian fiskal yang masih bisa 

dikompensasikan di masa yang akan datang (tax loss carry forward), yang mana 

perlu disajikan dalam laporan keuangan dalam suatu periode tertentu.  

Menurut Timuriana et al. (2015), aset pajak tangguhan memiliki pengertian yaitu 

dampak akibat yang terjadi dikarenakan adanya PPh di masa yang akan datang 

namun dipengaruhi oleh adanya perbedaan waktu/temporer antara perlakuan 

akuntansi dan perpajakan serta kerugian fiskal yang masih dapat digandakan pada 

periode yang akan datang. Aset pajak tangguhan bisa juga definisikan sebagai 

jumlah pajak penghasilan terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat 

adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan atau saldo akun dalam neraca 

perusahaan yang mencerminkan manfaat pajak yang diharapkan akan diterima di 

masa mendatang. Aset pajak tangguhan muncul karena perusahaan membayar 

pajak lebih dari yang seharusnya dibayarkan berdasarkan standar akuntansi 

keuangan dibandingkan dengan peraturan perpajakan. Menurut PSAK 46, 
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perusahaan diwajibkan untuk mengakui aset pajak tangguhan secara penuh sebagai 

hasil dari perbedaan temporer yang bisa dikurangkan dari penghasilan. Perusahaan 

juga harus mengevaluasi saldo akun tersebut pada setiap tanggal neraca dengan 

menggunakan penilaian berdasarkan pengujian, untuk memastikan bahwa 

pembebanan saldo akun tersebut dapat ditutupi oleh laba di masa depan. Hal ini 

memberikan manajemen kebebasan untuk memilih kebijakan akuntansi yang 

menentukan jumlah asset pajak tangguhan. 

Adapun liabilitas pajak tangguhan menurut PSAK No. 46 adalah hasil dari 

perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal yang menimbulkan pajak 

yang harus dibayar di masa depan. Menurut PSAK No. 46, beban pajak tangguhan 

adalah jumlah pajak yang harus dibayarkan pada periode mendatang sebagai akibat 

perbedaan sementara yang kena pajak. Perbedaan ini terjadi karena penerapan 

kebijakan akrual yang mengakibatkan pengakuan pendapatan atau beban berbeda 

antara aturan akuntansi dan perpajakan. Liabilitas pajak tangguhan muncul karena 

perusahaan membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya dibayarkan 

berdasarkan standar akuntansi keuangan dibandingkan dengan peraturan 

perpajakan.  

Sebelum menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP), perbedaan ini perlu 

disesuaikan antara laba akuntansi dari laporan keuangan komersial dan laba fiskal 

dari laporan keuangan fiskal. Perbedaan Temporer adalah perbedaan yang terjadi 

karena berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

merupakan penghasilan atau biaya yang boleh dikurangkan pada periode akuntansi 

terdahulu atau periode akuntansi berikutnya dari periode akuntansi sekarang. 

Sedangkan komersial mengakuinya sebagai penghasilan atau biaya pada periode 

yang bersangkutan. Perbedaan ini menimbulkan adanya koreksi positif dan negatif. 

Koreksi positif terjadi ketika perusahaan membayar pajak lebih sedikit daripada 

yang tercermin dalam laporan keuangan karena perbedaan temporer. Koreksi 

positif menyebabkan perusahaan mengakui manfaat pajak yang lebih besar di masa 

mendatang karena pajak tangguhan akan dihitung dengan tarif pajak yang lebih 

tinggi atau perhitungan pajak yang lebih menguntungkan. Sedangkan koreksi 

negatif terjadi ketika tarif pajak menurun atau ada perubahan dalam perhitungan 

pajak yang menyebabkan penurunan nilai pajak tangguhan. Ini berarti perusahaan 
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harus mengakui manfaat pajak yang lebih kecil di masa depan karena pajak 

tangguhan akan dihitung dengan tarif pajak yang lebih rendah atau perhitungan 

pajak yang kurang menguntungkan. Koreksi negatif dapat menyebabkan penurunan 

saldo aset pajak tangguhan atau peningkatan saldo liabilitas pajak tangguhan. 

2.2.7 Beban Iklan 

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK 03/ 2010 tentang Beban 

Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto, beban iklan atau 

promosi adalah bagian dari beban penjualan yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak 

dalam rangka memperkenalkan dan/atau menganjurkan pemakaian suatu produk 

baik langsung maupun tidak langsung untuk mempertahankan dan/atau 

meningkatkan penjualan. 

Berdasarkan aturan yang terulis pada Pasal 2, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

02/PMK. 03/ 2010, tertulis bahwa jumlah dari nilai biaya promosi atau iklan yang 

dapat dikurangkan dari penghasilan bruto merupakan akumulasi yang terdiri dari 

jumlah : 

• Biaya periklanan di media elektronik media cetak, dan/atau media lainnya; 

• Biaya pameran produk; 

• Biaya pengenalan produk baru; dan/ atau 

• Biaya sponsorship yang berkaitan dengan promosi produk. 

Sedangkan yang tidak termasuk Biaya Promosi/Iklan dari hal-hal diatas yaitu 

Pemberian imbalan berupa uang dan/atau fasilitas, dengan nama dan dalam bentuk 

apapun, kepada pihak lain yang tidak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan 

kegiatan promosi. Lalu yang kedua yaitu Biaya Promosi untuk mendapatkan, 

menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan 

yang telah dikenai pajak bersifat final. 

Wajib pajak memiliki kewajiban harus membuat daftar normatif agar biaya promosi 

dapat dibebankan secara fiskal. Sesuai ketentuan Pasal 6 PMK 2/2010, Daftar ini 

minimal harus berisi data penerima, seperti nama, Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP), alamat, tanggal, serta rincian bentuk dan jenis biaya promosi, beserta 

jumlah biaya yang dikeluarkan dan besaran Pajak Penghasilan yang dipotong. 
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Selain itu, jika perusahaan melakukan promosi dalam bentuk pemberian sampel 

produk, maka biaya promosi yang dapat dikurangkan adalah sebesar harga pokok 

sampel produk yang diberikan, asalkan biaya tersebut belum dihitung dalam 

perhitungan harga pokok penjualan. 

2.3 Kerangka Penelitian  

Kerangka pemikiran penelitian yang terkait dengan hubungan antar variabel-

variabel yang terdapat dalam penelitian ini dibuat dengan tujuan agar mampu 

mempermudah melakukan analisis, digambarkan sebagai berikut:   

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data diolah oleh Penulis (2022) 

2.4 Pengembangan Hipotesis  

2.4.1 Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance 

Menurut Suandy (2016:78), transfer pricing ialah tindakan mengalokasikan laba 

dari entitas/perusahaan di satu negara ke entitas/perusahaan yang berlokasi di 

negara lain dalam satu group perusahaan dengan tujuan untuk meminimalisir 

bahkan menghindari pajak.  Dalam teori agensi, manajemen perusahaan berupaya 

mendapatkan keuntungan maksimal untuk kesejahteraan perusahaan dan pemegang 

saham. Praktik ini dapat melibatkan pengalihan keuntungan ke negara yang tarif 

pajaknya lebih rendah melalui perusahaan yang terkait atau penjualan di bawah 
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harga pasar dengan pihak terkait. Beban pajak perusahaan dipengaruhi oleh tingkat 

keuntungan perusahaan. Perusahaan sering menggunakan praktik transfer pricing 

melalui hubungan istimewa untuk mencapai tujuan ini. 

Adapun Penelitian terkait hal ini pernah dilakukan oleh Lutfia & Pratomo (2018), 

yang menghasilkan bahwa variabel transfer pricing berpengaruh secara positif 

terhadap tax avoidance dan dinyatakan bahwa perusahaan yang melakukan praktik 

transfer  pricing  terindikasi  ke dalam  perusahaan  yang  melakukan tindakan tax 

avoidance. Sedangkan menurut penelitian Widiyantoro & Sitorus (2019), 

dinyatakan hasil bahwa variabel transfer pricing berpengaruh negatif terhadap tax 

avoidance dikarenakan pajak melatarbelakangi kegiatan transfer pricing yang 

dilakukan oleh suatu perusahaan dengan perusahaan di negara lain yang keduanya 

mempunyai hubungan yang istimewa yang mana hal tersebut menambah 

keuntungan dan mengurangi jumlah beban pajak perusahaan. Penyebab lainnya 

ialah adanya kebijakan-kebijakan baru seperti tax amnesty salah satunya, yang 

menjadi akibat dari pergantian sistem pemerintahan.  

Selain itu,  berdasarkan dari kasus-kasus yang pernah terjadi di Indonesia, transfer 

pricing termasuk kegiatan yang bisa digunakan perusahaan untuk melaksanakan 

tindakan penghindaran pajak. Berdasarkan pernyataan di atas, maka hipotesis yang 

diambil dalam penelitian ini yaitu:  

H1 : Transfer Pricing berpengaruh positif terhadap tax planning 

2.4.2 Leverage Terhadap Tax Avoidance 

Hubungan antara leverage dan penghindaran pajak yaitu rasio leverage menjadi 

pengukur seberapa jauh hutang membiayai asset perusahaan atau seberapa besar 

hutang yang perusahaan tanggung apabila dibandingkan dengan aset yang dimiliki 

(Kasmir, 2017:15). Hal tersebut menandakan bahwa leverage dijadikan sebagai alat 

pengukur kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya baik 

kewajiban jangka panjang maupun kewajiban jangka pendek apabila perusahaan 

dibubarkan atau gagal. Semakin besar jumlah hutang perusahaan maka beban pajak 

perusahaan akan berkemungkinan semakin kecil akibat dari adanya beban bunga 

yang dihasilkan dari hutang tersebut. 
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Hal tersebut sesuai dengan hasil dari penelitian Wahyuni et al. (2019) dan Jasmine 

et al. (2017) yang menyatakan bahwa beban bunga yang lebih tinggi akan 

memberikan dampak pada berkurangnya jumlah beban pajak perusahaan. 

Sedangkan menurut penelitian Prapitasari dan Safrida (2019), dikatakan bahwa 

penghindaran pajak dengan memanfaatkan pendanaan dari hutang, tidak selalu 

menjadi tujuan perusahaan. Perusahaan tentunya sudah melakukan analisis 

terhadap kemungkinan pengambilan resiko yang lebih besar dengan perbandingan 

keuntungan  yang  akan  diperoleh perusahaan apabila tindakan penghindaran pajak 

dilakukan.  Penelitian yang dihasilkan oleh Dharma & Ardiana (2016), menyatakan 

bahwa penggunaan utang dengan jumlah yang besar maka akan menimbulkan 

risiko yang dihadapi perusahaan juga akan semakin besar, sehingga pihak 

manajemen akan bertindak hati-hati dan tidak mengambil risiko dengan 

menggunakan hutang yang tinggi tersebut untuk melakukan tindakan tax 

avoidance. Berdasarkan pernyataan tersebut, hipotesis yang diambil dalam 

penelitian ini adalah : 

H2 : Leverage berpengaruh negative terhadap tax planning. 

2.4.3 Pajak Tangguhan Terhadap Tax Avoidance   

Waluyo (2008), menyatakan bahwa bahwa pajak tangguhan (deferred tax) adalah 

jumlah besarnya pajak penghasilan yang terpulihkan pada periode mendatang yang 

mana menjadi dampak dari adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan 

dari sisa kerugian yang bisa dijadikan sebagai kompensasi. Pajak tangguhan 

(Deferred tax) memiliki pengertian sebagai beban pajak yang memberikan dampak 

kepada penurunan atau kenaikan beban pajak perusahaan yang akan dibayarkan di 

masa mendatang. Pajak tangguhan dapat dipandang sebagai aset akuntansi atau 

utang yang harus dibayar. Adanya pajak tangguhan mampu mempengaruhi 

manajemen pajak dan perencanaan pajak yang perusahaan terapkan dalam 

meminimalkan kewajiban pajaknya melalui penghindaran pajak. Laba yang 

perusahaan hasilkan dapat meningkat atau menurun sebagai akibat dari adanya 

pajak tangguhan tersebut, dengan akibatnya beban pajak perusahaan juga 

terpengaruh. Semakin besar pajak tangguhan yang perusahaan bebankan maka akan 

semakin meningkatkan kemungkinan penghindaran pajak perusahaan.  
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Hal tersebut sejalan dengan penelitian dari Yemima (2022)  dan Akbar et al. (2022). 

Sedangkan hasil uji yang dilakukan oleh Kasir (2020), menghasilkan yaitu pajak 

tangguhan yang tidak berpengaruh terhadap tax planning. Menurut penelitian 

tersebut, terdapat factor lain yang tidak termasuk dalam penelitian tersebut yang 

lebih berpengaruh terhadap tax planning atau tax avoidance pada sampel 

penelitian-penelitian tersebut.  Berdasarkan pernyataan yang dijelaskan di atas, 

yang menjadi hipotesis yang diambil untuk penelitian ini yaitu: 

H3 : Pajak Tangguhan berpengaruh positive terhadap tax planning 

2.4.4 Beban Iklan Terhadap Tax Avoidance   

Beban iklan merupakan beban yang menurut peraturan dapat dibebankan sebagai 

pengurang pada penghasilan bruto yang mana hal tersebut akan mengakibatkan laba 

perusahaan berkurang. Dari hal tersebut, perusahaan dapat memanfaatkannya 

sebagai hal untuk melakukan strategi penghindaran pajak. Beban iklan terdapat 

dalam beban penjualan yang mana beban ini timbul akibat adanya kegiatan promosi 

yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan nilai penjualan perusahaan. Nilai 

penjualan yang meningkat tentunya akan memberikan keuntungan bagi pihak 

perusahaan. Perusahaan yang bereputasi baik cenderung lebih menjadi sorotan 

aparatur pajak dan publik karena perusahaan tersebut cenderung bernilai tinggi dan 

nilai beban iklan yang dimilikinya juga tinggi. Akan tetapi, perusahaan yang 

memiliki reputasi yang baik cenderung berhati-hati dalam beroperasi dan 

menghindari potensi kesalahan yang dapat menyebabkan pemeriksaan oleh otoritas 

pajak. Oleh karena itu, perusahaan yang biaya iklannya tinggi, berpotensi lebih 

rendah dalam melakukan tindakan penghindaran pajak untuk memaksimalkan 

keuntungan dibandingkan dengan perusahaan yang mempunyai biaya iklan yang 

rendah. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dihasilkan oleh Nguyen (2015) 

dan Fatmawati & Solikin (2017).  

H4 : Beban iklan berpengaruh negatif terhadap tax planning. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif 

dengan analisis pendekatan deskriptif kuantitatif. Pendekatan tersebut bertujuan 

untuk menjelaskan hubungan antara variable-variable yang ada dalam penelitian ini 

yang mana menjadi analisis pengaruh dan fenomen-fenomena empiris yang disertai 

dengan data statistic.   

3.2. Lokasi Penelitian 

Adapun penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang berfokus pada 

perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) dengan mengakses website resmi dari Bursa Efek Indonesia 

yaitu www.idx.co.id untuk memperoleh laporan tahunan dan keuangan tahun 2016 

sampai tahun 2020 dari perusahaan-perusahaan tersebut. Alasan memilih 

perusahaan sub sektor makanan dan minuman adalah karena sektor ini termasuk ke 

dalam sektor yang dibutuhkan dan termasuk industri yang cukup berkembang 

dengan baik di Indonesia. Selain itu sektor ini berkontribusi cukup tinggi terhadap 

penerimaan pajak dan perekonomian Indonesia dari sektor manufaktur. Selain itu, 

mengingat negara Indonesia yang menjadi salah satu negara dengan penduduk 

terbanyak dan mengalami peningkatan dari tahun 2010-2020 maka volume 

keinginan terhadap produk konsumsi juga ikut meningkat. 

3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian 

3.3.1 Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen atau terikat adalah variable yang menjadi penyebab dan yang 

dipengaruhi dari adanya variable bebas atau independen. Variabel dependen yang 

terdapat dalam penelitian ini yaitu penghindaran pajak atau tax avoidance. Effective 

Tax Rate (ETR) menjadi proksi yang dimanfaatkan untuk mengukur penghindaran 

http://www.idx.co.id/
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pajak yang mana dilakukan agar mampu mengukur tingkat keefektifan perusahaan 

dalam membayar beban pajaknya berdasarkan laba yang dihasilkan dan mengetahui 

apakah perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak.  ETR digunakan 

dalam penelitian Widiyantoro & Sitorus (2019) dan Panjalusman et al. (2018), 

rumus untuk mengaproksikan pengukuran tax avoidance yaitu :  

𝐸𝑇𝑅 =
𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑃𝑒𝑛𝑔ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑎𝑛

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘
 

3.3.2 Variabel Independen (X) 

a. Transfer Pricing 

Transfer pricing atau harga transfer memiliki definisi yaitu suatu kebijakan 

penentuan harga barang ataupun jasa yang dilakukan dengan pihak yang 

memiliki hubungan istimewa dengan harga yang tidak sesuai atau tidak wajar. 

Dalam penelitian ini, transfer pricing diukur menggunakan pengukuran nilai 

dari Related Party Transactions. Related Party Transactions diukur dengan 

membandingkan total piutang pihak berelasi terhadap total piutang perusahaan. 

Adapun rumus ini digunakan pada penelitian Panjalusman et al. (2018) dan 

Widiyantoro & Sitorus (2019). Rumus untuk mengaproksikan pengukuran 

transfer pricing yaitu :  

𝑅𝑃𝑇 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑖𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑃𝑖ℎ𝑎𝑘 𝐵𝑒𝑟𝑒𝑙𝑎𝑠𝑖

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑖𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔
 

b. Leverage  

Leverage memiliki definisi yaitu pengukuran terhadap kemampuan yang 

dimiliki oleh perusahaan dalam memenuhi tingkat kewajibannya atas pinjaman 

jangka panjang maupun jangka pendek yang diambilnya untuk meningkatkan 

aset atau modalnya yang akan digunakan untuk meningkatkan keuntungan 

perusahaan. DAR (Debt To Asset Ratio) merupakan rasio yang digunakan untuk 

melihat seberapa besar aset perusahaan yang didanai oleh utang atau seberapa 

besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva (Kasmir, 

2017:112). DAR juga digunakan untuk mengukur leverage dalam penelitian 
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Puspita dan Marsono (2020). Adapun rumus untuk mengukur DAR (Debt To 

Asset Ratio) yaitu :  

DAR =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡 
 

c. Pajak Tangguhan  

Pajak tangguhan ialah beban pajak yang mana akan berdampak terhadap  

penurunan ataupun kenaikan dari beban pajak yang perusahaan miliki dan harus 

dibayarkan di masa mendatang. Menurut PSAK No. 46, pajak tangguhan 

perusahaan dihitung dengan memakai tarif yang berlaku di masa mendatang 

dimana direalisasikan. Selain itu untuk pengukuran asset pajak tangguhan diukur 

dengan tarif saat periode asset direalisasikan dan beban pajak tangguhan diukur 

dengan tarif pajak di saat periode beban pajak tersebut dilunasi. Adapun 

penelitian ini menggunakan rumus yang sama dengan rumus yang digunakan 

pada penelitian Kasir (2020), dimana rumusnya yaitu : 

Deffered Tax =
𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑇𝑎𝑛𝑔𝑔𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡 𝑡 − 1
 

d. Beban Iklan 

Beban Iklan merupakan beban perusahaan yang timbul akibat adanya kegiatan 

perusahaan dalam meningkatkan nilai penjualan dengan memperkenalkan 

produk perusahaan secara langsung maupun tidak langsung. Pada penelitian ini, 

untuk mengukur besarnya beban iklan maka digunakan tingkat intensitas beban 

iklan yang terdapat pada laporan keuangan perusahaan dengan rumus yang 

berpedoman dari penelitian Nguyen (2015). Adapun rumus untuk 

menghitungnya yaitu sebagai berikut:  

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝐼𝑘𝑙𝑎𝑛 =
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝐼𝑘𝑙𝑎𝑛

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛
 

3.3.3 Variabel Kontrol 

Variabel Kontrol memiliki definisi sebagai variabel yang dikendalikan agar 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tidak dipengaruhi oleh 

faktor luar yang berada di luar penelitian atau tidak diteliti sehingga mampu 
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terhindar dari hasil perhitungan yang bias. Pada penelitian ini, ukuran perusahaan 

(company size) menjadi variable control dalam penelitian ini. Berdasarkan 

penelitian Rista & Agung (2016), ukuran perusahaan diukur menggunakan nilai 

logaritma natural dari total asset perusahaan yang mana hal tersebut juga akan 

digunakan pada penelitian ini.  

Adapun rumus perhitungannya sebagai berikut :  

𝑆𝐼𝑍𝐸 = 𝐿𝑛 (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡) 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rista & Agung (2016), menyatakan 

bahwa perusahaan yang memiliki total aset yang relatif besar akan cenderung 

terdorong untuk melakukan praktik penghindaran pajak karena adanya peningkatan 

laba yang disebabkan oleh jumlah total aset perusahaan tersebut. Selanjutnya, 

perusahaan yang skalanya besar, cenderung cenderung memiliki lebih banyak 

sumber daya yang dimanfaatkan untuk melakukan penghindaran pajak 

dibandingkan perusahaan kecil sehingga perusahaan membayar pajak lebih rendah 

Derashid & Zhang (2003). 

Berdasarkan uraian definisi operasional di atas, maka tabelnya adalah sebagai 

berikut :  

Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

No. Variabel 

Penelitian 

Definisi 

Operasional 

Pengukuran Skala 

1. Tax 

Avoidance  

(Y) 

Strategi untuk 

mengatur akuntansi 

dan keuangan 

perusahaan untuk 

meminimalkan 

kewajiban 

perpajakan dengan 

cara-cara yang 

tidak melanggar 

peraturan 

perpajakan (in legal 

way).  

 

 

 

 
𝐸𝑇𝑅

=
𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑃𝑒𝑛𝑔ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑎𝑛

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘
 

 

 

Rasio 

2. Transfer 

Pricing 

(X1) 

Suatu kebijakan 

penentuan harga 

barang ataupun jasa 

yang dilakukan 

 

 

 

Rasio 
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dengan pihak yang 

memiliki hubungan 

yang istimewa, 

dimana transaksi 

tersebut dilakukan 

dengan harga yang 

tidak sesuai atau 

tidak wajar dengan 

harga normalnya. 

𝑅𝑃𝑇

=
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑖𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑃𝑖ℎ𝑎𝑘 𝐵𝑒𝑟𝑒𝑙𝑎𝑠𝑖

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑖𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔
 

 

3. Leverage 

(X2) 

Suatu ukuran yang 

dipakai untuk 

menilai 

kemampuan yang 

perusahaan miliki 

dalam memenuhi 

tanggung jawabnya 

terhadap pinjaman 

jangka panjang dan 

jangka pendek yang 

diambilnya guna 

meningkatkan aset 

atau modal, dengan 

tujuan untuk 

meningkatkan 

keuntungan 

perusaha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

DAR =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡 
 

  

Rasio 

4. Pajak 

Tangguhan 

(X3) 

Beban pajak yang 

dapat berdampak 

terhadap penurunan 

ataupun kenaikan 

dari beban pajak 

yang perusahaan 

miliki di masa 

mendatang. 

 

 

 

Deffered Tax

=
𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑇𝑎𝑛𝑔𝑔𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡 𝑡 − 1
 

 

Rasio 

5. Beban Iklan  

(X4) 

Beban yang terjadi 

karena adanya 

kegiatan 

perusahaan untuk 

meningkatkan nilai 

penjualan 

perusahaan  yang 

dilakukan dengan 

memperkenalkan 

produk perusahaan 

secara langsung 

maupun tidak 

langsung 

 

 

 

 
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝐼𝑘𝑙𝑎𝑛

=
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝐼𝑘𝑙𝑎𝑛

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛
 

Rasio 
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6. Ukuran 

Perusahaan  

(X5)  

Ukuran sebuah 

perusahaan yang 

mana diukur 

melalui total asset, 

total hutang, total 

penjualan, total 

tenaga kerja, dan 

lain-lain untuk 

menggolongkan 

perusahaan tersebut 

masuk sebagai 

perusahaan besar 

atau kecil. 

 

 

 

𝑆𝐼𝑍𝐸 = 𝐿𝑛 (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡) 

Nominal 

 

3.4. Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis dan sumber data yang terdapat pada penelitian ini yaitu : 

a. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Menurut 

Arikunto (2013:22) menyatakan bahwa data sekunder adalah data yang diperoleh 

dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, dan lain-lain), foto-

foto, film, rekaman video, benda-benda dan lain-lain yang dapat memperkaya data 

primer dapat memperkaya data primer. Data sekunder yang dipakai pada 

penelitian ini yaitu nilai dari Effective Tax Rate, data piutang kepada pihak 

berafiliasi atau yang memiliki hubungan istimewa, tingkat leverage perusahaan 

dengan melihat nilai Debt To Asset Ratio perusahaan, pajak tangguhan yang 

dimiliki perusahaan, dan beban iklan yang dimiliki perusahaan. 

b. Sumber Data  

Sumber data penelitian berasal dari annual report/laporan tahunan dan laporan 

keuangan perusahaan terkait dengan periode laporan tahun 2016 sampai 2020 

yang didapatkan dari website resmi milik Bursa Efek Indonesia yaitu 

www.idx.co.id atau website resmi milik perusahaan terkait. Selain itu sumber data 

lainnya yaitu website resmi Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id), website-

website resmi kementerian yang berhubungan, dan website-website resmi lainnya 

serta penelitian terdahulu.   

 

http://www.bps.go.id/
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3.5. Populasi dan Sampel Penelitian  

Dalam penelitian ini, populasinya ialah perusahaan manufaktur di sub sektor 

makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 

2016 hingga 2020. Populasi yang didapatkan yaitu 30 perusahaan dengan laporan 

yang digunakan tahun 2016-2020. Sedangkan sampel dalam penelitian ini diambil 

dengan memanfaatkan teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono (2017), 

menjelaskan bahwa purposive sampling memiliki pengertian sebagai teknik untuk 

menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu. Sampel 

penelitian terdiri dari 55 perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman, 

yang jumlahnya berasal dari total 11 perusahaan, dengan rentang waktu selama 5 

tahun. Prosedur pengambilan sampel yang dipakai pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Perusahaan manufaktur  sub sektor makanan & minuman yang terdaftar di 

BEI selama rentang waktu 2016-2020 secara berturut. 

2. Perusahaan manufaktur sub sektor makanan & minuman yang menerbitkan  

laporan tahunan perusahaan dan laporan keuangan perusahaan berturut-

turut dengan periode laporan tahun 2016-2020 dan laporan tersebut dapat 

ditemukan. 

3. Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang tidak 

mengalami kerugian sepanjang periode pengamatan yaitu tahun 2016-2020. 

4. Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang tidak 

mengalami delisting sepanjang waktu pengamatan yaitu tahun 2016-2020. 

5. Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang berturut-

turut memiliki nilai transaksi hubungan istimewa atau transaksi dengan 

pihak berelasi sepanjang periode pengamatan 2016-2020 yang terdapat pada 

laporan tahunan perusahaan. 

6. Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang memiliki 

beban iklan dan dapat ditemukan pada bagian laporan tahunan pada periode 

pengamatan 2016-2020. 
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3.6. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Teknik 

tersebut dilakukan dengan membaca, mengumpulkan data-data, mencatat dan 

menganalisis data tersebut pada laporan tahunan dan keuangan perusahaan 

manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar dan dipublikasikan di 

Bursa Efek Indonesia. Kemudian melakukan hal yang sama terhadap data-data 

lainnya yang didapatkan dan berkaitan dengan topik penelitian ini. Badan Pusat 

Statistik (www.bps.go.id), website-website resmi kementerian yang berhubungan, 

dan website-website resmi lainnya serta penelitian terdahulu.   

3.7. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data yang terdapat pada penelitian ini yaitu menggunakan alat 

analisis yaitu aplikasi IBM SPSS Ver. 25 dengan uji-uji yang dilakukan sebagai 

berikut:  

3.7.1 Uji Statistik Deskriptif  

Uji statistik deskriptif merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui 

karakteristik sekelompok suatu data yang ada dalam penelitian. Nilai mean, median, 

minimum, maksimum, dan standar deviasi dari suatu data yang dapat terlihat dan 

terdeskripsikan oleh uji statistik deskriptif. Karakteristik dari data yang ada dapat 

dijelaskan dengan besaran dari hasil uji tersebut karena nilai-nilai tersebut berguna 

dalam memberikan gambaran secara umum tentang variable-variabel yang diteliti.  

3.7.2 Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan uji yang bertujuan untuk mengetahui dan menilai 

variable dependen maupun variable independen memiliki tingkat distribusi 

yang normal atau tidak. Uji normalitas ini menggunakan One-Sample 

Kolmogorov Smirnov. Menurut Ghozali (2018), ketentuan dari penggunaan hal 

tersebut yaitu data dinyatakan terdistribusi secara normal dengan nilai 

signifikansi yang harus diatas 0,05. Lalu dinyatakan tidak terdistribusi secara 

normal jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Kemudian titik-titik data  

http://www.bps.go.id/
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garis grafik Scatterplot yang secara acak tersebar di sekitar garis tengah atau 

garis regresi dengan pola yang tidak menunjukkan pola tertentu.  

b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengidentifikasi 

apakah terdapat ketidaksamaan dalam varian residual antara pengamatan satu 

dengan pengamatan lainnya pada model regresi tersebut. Grafik scatterplot 

merupakan salah satu cara untuk mengetahui ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas pada model regresi linier berganda. Model regresi yang baik 

adalah menghasilkan pengujian yang menunjukan tidak terjadinya 

heteroskedastisitas. Menurut Ghozali (2016), jika grafik tidak menunjukkan 

pola tertentu dan titik-titik tersebar di bagian atas atau di bagian bawah sumbu 

nol 0 dari sumbu y, maka kesimpulannya ialah tidak ada heteroskedastisitas 

yang terjadi. Selain itu cara lainnya adalah melakukan Uji Glejser dengan 

melihat perbandingan antara nilai absolut residual terhadap variable independen 

dengan nilai signifikansi yang masing-masingnya harus berada diatas 0,05. 

Absolut merupakan nilai mutlak sedangkan residual merupakan selisih dari 

nilai observasi dengan nilai prediksi. Jika nilainya berada di atas 0,05 maka 

tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, namun jika nilai berada di bawah 0,05 

maka terjadi gejala heteroskedastisitas.  

c. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi merupakan suatu uji yang dilakukan untuk menguji apakah 

terjadi korelasi antara kesalahan pengganggu (residual) pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (t-1) dalam model regresi 

linier.  Model regresi yang dianggap baik adalah model yang tidak mengalami 

autokorelasi. Autokorelasi dapat terjadi ketika adanya observasi yang berurutan 

sepanjang waktu yang berkaitan satu sama lainnya (Ghozali, 2016).  Untuk 

mengidentifikasi keberadaan autokorelasi, uji run test dapat dilakukan dengan 

memperhatikan nilai Durbin-Watson. Uji ini dilakukan dengan menggunakan 

Durbin - Watson dengan ketentuan yaitu dikatakan terdapat autokorelasi 

apabila nilai DW > dari (4-dL) atau DW < dari dL. Selanjutnya, dikatakan bebas 

autokorelasi apabila nilai dari Durbin - Watson berada di antara dU dan (4-dU) 

atau dU ≤ DW ≤ (4 – dU).  
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d. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas ialah uji yang dilakukan untuk mengidentifikasi apakah 

terdapat korelasi atau hubungan timbal balik antar variable independen yang 

terdapat pada suatu model yang dipakai. Model yang baik adalah model yang 

tidak menunjukkan gejala multikolinearitas yang signifikan. Menurut Ghozali 

(2018), menyatakan bahwa untuk mengidentifikasi keberadaan gejala 

multikolinearitas, dapat memperhatikan nilai dari VIF/Variance Inflation 

Factor dan nilai toleransinya. Nilai VIF mengukur seberapa besar variabilitas 

suatu variabel terpilih yang bisa diterangkan oleh variabel independen lainnya, 

sedangkan nilai toleransi mengukur seberapa sedikit variabilitas suatu variabel 

yang tidak bisa diterangkan oleh variabel independen lainnya. Menurut Ghozali 

(2018), nilai untuk mengindikasikan adanya gejala multikolinearitas adalah jika 

nilai hasil VIF < 10,00 dan nilai toleransi > 0,10.  

3.7.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda memiliki definisi sebagai  suatu metode analisis 

tentang hubungan antara satu variabel dependen (Y) dengan dua atau lebih variabel 

independen. Menurut Hasan, (2005), analisis regresi linier berganda yaitu regresi 

dimana variabel terikatnya (Y) dihubungkan atau dijelaskan lebih dari satu variabel, 

mungkin dua, tiga, dan seterusnya variabel bebas. Data yang telah dikumpulkan 

akan diolah dengan menggunakan software SPSS Ver. 25. Adapun rumus regresi 

linear berganda (Sugiyono, 2017) : 

𝑌 = 𝑎 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 + 𝛽4𝑋4 + 𝛽5𝑋5 + 𝑒 

Keterangan:  

Y : Tax Avoidance 

a : Konstanta  

𝛽1, 𝛽2, 𝛽3, 𝛽4 ,𝛽5: Koefisien regresi variable independen 

𝑋1 : Transfer Pricing   

𝑋2 : Leverage 
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𝑋3 : Pajak Tangguhan 

𝑋4 : Beban Iklan 

𝑋5 : Ukuran Perusahaan 

𝑒 : Error term 

3.7.4 Uji Hipotesis 

a. Uji T (Parsial) 

Menurut Ghozali (2018), uji t memiliki definisi sebagai uji yang dijalankan 

dengan tujuan menunjukan seberapa jauh pengaruh dari satu variable 

independen secara parsial atau individual terhadap variable dependen, dengan 

mengingat variable independen lainnya yang tetap konstan. 

Pada uji T, pengujian dilakukan dengan mengacu pada dua hipotesis berikut: 

• Hipotesis nol (Ho) menyatakan bahwa variabel independen tidak 

memiliki pengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. 

• Hipotesis alternatif (Ha) menyatakan bahwa variabel independen 

memiliki pengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. 

Lalu pengujian untuk memutuskan hipotesis mana yang diterima atau ditolak, 

maka dilakukan dengan melihat nilai signifikansi t dengan kriteria yaitu :  

1. Jika nilai signifikansi t < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang 

berarti adanya pengaruh signifikan antara satu variabel independen 

terhadap variabel dependen. 

2. Jika nilai signifikansi t > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak, yang 

berarti tidak adanya pengaruh yang signifikan antara satu variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

b. Uji F (Simultan)  

Menurut Ghozali (2018), uji F adalah uji dengan tujuan mengetahui apakah 

variabel-variabel independen yang terdapat di dalam model secara bersama-

sama mempengaruhi variabel dependen. Pada uji ini, 0,05 menjadi derajat 

kepercayaan yang dipakai.  Jika hasil perhitungan dari F hitung lebih tinggi 

dibandingkan dengan nilai dari F tabel, maka hipotesis alternatif yang 
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menyatakan bahwa variable dependen terpengaruh signifikan secara simultan 

oleh variable independen.  

Pada uji F pengujiannya adalah sebagai berikut:  

• Ho = variabel independen tidak memiliki pengaruh secara simultan 

terhadap variabel dependen.  

• Ha = variabel independen memiliki pengaruh secara simultan terhadap 

variabel dependen. 

Adapun kriteria untuk dasar dari pengambilan keputusan pada uji F yaitu :   

• Jika nilai signifikansi F < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang 

memiliki arti bahwa variabel independen secara simultan mempengaruhi 

variabel dependen.  

• Jika nilai signifikansi F > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak, yang 

memiliki arti bahwa variabel independen secara simultan tidak 

mempengaruhi variabel dependen. 

c. Uji 𝑹𝟐 (Koefisien Determinasi)  

Menurut Astuti et al., (2020), Uji koefisien determinasi merupakan uji yang 

digunakan untuk mengukur seberapa besar variable dependen dapat 

dideskripsikan oleh variable independen. Semakin tinggi suatu nilai, 

menandakan bahwa semakin tinggi variable independen menjelaskan variable 

dependen. Uji ini dapat dilihat dengan nilai 𝑅2 yang mana nilainya terletak 

antara nilai nol dan satu. Makna dari nilai tersebut memperlihatkan tingkat 

kemampuan dari seluruh variable independen memepengaruhi variable 

dependen, sedangkan untuk sisanya dipengaruhi variable lainnya yang ada di 

luar model. Nilai 𝑅2 kecil memperlihatkan bahwa terbatasnya kemampuan dari 

variabel - variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Namun, 

ketika nilai 𝑅2 mendekati angka satu, hal tersebut berati menandakan bahwa 

hampir seluruh informasi yang diperlukan untuk memprediksi variabel 

dependen diberikan oleh variabel independen. Menurut (Ghozali, 2018) 

penambahan satu variable independen akan membuat nilai 𝑅2 menjadi 

mengikat tidak peduli apakah variable dependen terpengaruh secara signifikan 

oleh variable tersebut. 
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BAB V  

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan menguji ada atau tidaknya 

pengaruh dari transfer pricing, leverage, pajak tangguhan, dan beban iklan terhadap 

tax avoidance pada perusahaan yang dipilih yaitu perusahaan sub sektor makanan 

dan minuman yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 

2016 sampai tahun 2020. Dari pemilihan sampel dengan teknik purposive sampling, 

dihasilkan 55 sampel yang digunakan di penelitian ini. Berdasarkan pernyataan 

hasil dan pembahasan pada penelitian ini, maka disimpulkan bahwa yaitu : 

a. Variabel Transfer pricing tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel tax avoidance karena nilai total piutang dan penjualan pada 

perusahaan sampel penelitian ini dikontribusi oleh pihak ketiga atau umum 

dan bukan pihak berelasi. 

b. Variabel leverage tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel tax avoidance karena rata-rata perusahaan sampel yang terdapat 

pada penelitian ini. Perusahaan sampel mengambil pinjaman dengan tujuan 

utama untuk berinvestasi jangka panjang bukan sebagai dana untuk 

membiayai pertumbuhan bisnis perusahaan. Adapun perusahaan-

perusahaan tersebut juga memiliki nilai total ekuitas dan aset yang lebih 

besar dibandingkan total hutang atau pinjamannya. 

c. Variabel Pajak tangguhan berpengaruh signifikan positif terhadap variabel 

tax avoidance karena perusahaan pada penelitian ini memiliki nilai total 

pajak tangguhan yang cukup mempengaruhi beban pajak perusahaan dan 

laba perusahaan setelah pajaknya, yang mana hal itu mempengaruhi 

penghindaran pajak yang perusahaan lakukan.  

d. Beban iklan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel tax 

avoidance karena perusahaan sampel pada penelitian ini memiliki beban 

iklan yang terbilang cukup rendah dengan intensitas 3,98% terhadap total 
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penjualan perusahaan dan perusahaan sampel berfokus melakukan 

pemasaran pada memperluas area distribusi produk bukan pada iklan di 

media.  

5.2 Keterbatasan Pada Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, salah satunya yaitu pada sampel dan 

populasi yang terbatas dan periode yang digunakan 5 tahun saja pada perusahaan 

manufaktur tepatnya pada sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI), sehingga tidak dapat melakukan pengujian terkait dengan tax 

avoidance (penghindaran pajak) secara lebih umum dan luas karena jumlahnya 

yang terbatas. Selain itu, terkait dengan perusahaan yang tidak memenuhi kriteria 

menjadi sampel sehingga terelimansi yaitu terdiri dari 10 perusahaan yang tidak 

terdaftar di BEI secara berturut pada periode tahun 2016 hingga 2020, enam 

perusahaan yang rugi pada kurun waktu pengamatan, terdapat satu perusahaan yang 

tidak secara berturut-turut memiliki nilai total piutang pihak berelasi pada periode 

pengamatan yaitu 2016-2020, terdapat satu perusahaan yang delisting pada tahun 

2017, dan terdapat satu perusahaan yang beban iklannya tidak ditemukan secara 

tersendiri pada bagian laporan tahunan perusahaan. Hal itu membuat 19 perusahaan 

tersebut tidak memenuhi kriteria pemilihan sampel dan mengurangi jumlah sampel 

pada penelitian ini. Sehingga hal tersebut menjadi keterbatasan dari penelitian yang 

dilakukan.  

5.3 Saran  

Harapan dari penelitian yang telah dilakukan ini yaitu mampu memberikan 

kontribusi yang signifikan bagi perkembangan penelitian selanjutnya terkait dengan 

ilmu akuntansi dan perpajakan yang berkaitan dengan pemahaman tentang dampak 

dari aktivitas penghindaran pajak yang dijadikan strategi untuk memaksimalkan 

keuntungan perusahaan dan merugikan negara. Diharapkan untuk penelitian 

selanjutnya mampu memperoleh hasil dan bukti yang lebih baik dengan 

mempertimbangkan saran-saran, antara lain yaitu: 

1. Berdasarkan pengujian koefisien determinasi, ditemukan bahwa seluruh 

variabel independen dengan variabel kontrol yang diikutsertakan hanya 
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menjelaskan sebesar 0,370 atau 37% terhadap tax avoidance sebagai 

variabel dependen. Selebihnya, dengan nilai 73%, dijelaskan variabel lain 

yang tidak masuk untuk diteliti pada penelitian ini. Sehingga, disarankan 

bagi peneliti-peneliti selanjutnya menggunakan variabel-variabel lain yang 

diperkirakan berpengaruh dan tidak ada di dalam penelitian yang telah 

dilakukan ini. Sehingga mampu membuktikan variabel-variabel yang 

memberikan pengaruh pada penghindaran pajak. 

2. Kemudian untuk peneliti selanjutnya juga diharapkan menggunakan 

populasi dan sampel pada sektor yang lebih luas atau pada industri lainnya 

yang belum pernah diteliti sehingga pengujian dan pengukuran tindakan tax 

avoidance yang dilakukan oleh perusahaan bisa lebih terlihat dan teramati. 

Serta periode waktu yang lebih panjang atau lebih dari 5 tahun.  

3. Untuk perusahaan disarankan untuk lebih memantau tarif pajak dan kinerja 

manajemen secara ketat agar tidak melakukan tindakan yang melanggar 

aturan perpajakan. Selain itu, perusahaan juga harus menekan beban pajak 

dengan cara yang sesuai dengan peraturan perpajakan agar tidak 

mendapatkan pandangan negatif dari investor karena memiliki beban pajak 

yang terlalu rendah dibandingkan tarif pajak yang seharusnya serta 

membuat curiga aparatur pajak untuk melakukan pengamatan langsung 

pada perusahaan yang mana hal itu mampu memberikan dampak pada citra 

perusahaan yang sudah terbentuk 
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